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ABSTRAK 
 
AKHMAD NAUFAL (E21106055), PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
KESEHATAN  DI KABUPATEN  ENREKANG, xiii + 98 Halaman + 1 Gambar + 
10 Tabel + 26 Daftar Pustaka (1992 - 2010). Dibimbing Oleh Prof. Dr. 
Haselman , M.Si dan Drs. Nurdin Nara, M.Si 
 
Proses perencanaan pembangunan merupakan langkah yang sangat penting 
dalam melaksanakan pembangunan dimana dari proses tersebut diharapkan 
menghasilkan sebuah out-put yang dapat menjadi acuan, pedoman dan 
penuntun dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan 
daerah dan tuntutan masyarakat, dengan tetap memperhatikan Pola Umum 
Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan meliputi perencanaan 
berbagai aspek kehidupan misalnya perencanaan di bidang ekonomi, 
perencanaan di bidang politik, perencanaan di bidang sosial, dan perencanaan di 
bidang lainnya tak terkecuali perencanaan pembangunan di bidang kesehatan. 
Hal ini berarti permasalahan pembangunan kian hari kian kompleks. Karenanya, 
dituntut pembangunan yang multidimensional yang mencakup seluruh aspek 
kehidupan. 
Perencanaan pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan 
nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan 
kemampuan hidup sehat bagi orang agar terwujud derajat kesehatan yang 
optimal bagi masyarakat maka di selenggarakan upaya kesehatan (promotif), 
pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan kesehatan 
(rehabilitatif) yang di selenggarakan secara berkesinambungan. Dalam 
melaksanakan pembangunan yang multidimensional dibutuhkan tingkat 
perencanaan yang matang dan pemahaman yang luas dari pihak badan 
pembuat perencanaan pembangunan.Tingkat perencanaan yang matang dan 
pemahaman yang luas akan memegang peran penting dalam menentukan arah, 
proses, dan hasil pembangunan nantinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahap-tahap penyusunan 
perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Enrekang. Dengan 
menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan 
teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap 
berperan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan di 
Kabupaten Enrekang.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penyusunan  
perencanaan pembangunan kesehatan di kabupaten Enrekang sudah cukup 
baik. Dengan adanya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan kesehatan 
yang telah dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang. Itu terbukti dengan 
adanya tahap-tahap perencanaan yang telah dilaksanakan dengan baik 
meskipun tidak dapat dipungkiri terdapat kekurangan dalam hal penyusunan 
rencana, dan pelaksanaan program kesehatan tersebut. 
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ABSTRACT 
 
 
AKHMAD NAUFAL (E21106055), DEVELOPMENT PLAN IN HEALTH 
ENREKANG, Pages xiii + 98 + 1 + 10 Table Image + 26 Bibliography (1992-
2010). Supervised by Prof.Dr. Haselman, M.Si and Drs. Nurdin Nara, M.Si 
 
Development planning process is a very important step in the development of 
processes which are expected to produce an output that can be a reference, 
guidelines and guidance in the implementation of development based on local 
needs and demands of society, with due regard to the General Pattern for 
National Development. Development planning includes planning the various 
aspects of life such as economic planning, planning in the fields of politics, in 
social planning, and planning is no exception in other fields of development 
planning in the health sector. This means that the problems of development were 
increasingly complex. Therefore, demanded a multidimensional development that 
covers all aspects of life. 
Health planning as one of national development efforts aimed at increasing 
awareness, willingness and ability to live healthy for people to manifest optimum 
health for the people it was held health efforts (promotion), prevention 
(preventive), treatment (curative), and health recovery (rehabilitative) which was 
held on an ongoing basis. In the development of a multidimensional level 
required careful planning and a broad understanding of the plan-making body 
pembangunan.Tingkat careful planning and a broad understanding will play an 
important role in determining the direction, process, and the results of later 
development. 
This study aims to determine how the stages of development planning in the 
health Enrekang. By using descriptive qualitative method by using the techniques 
of data collection through interviews to the informant who is considered 
instrumental in the process of development planning in the health Enrekang. 
Based on the results of research can be concluded that the process of 
development planning at the district health Enrekang good enough. With the 
development of planning documents that have been generated by health 
Enrekang government. It was proved by the planning stages that have been 
implemented well although there is no doubt there are deficiencies in terms of 
planning, and implementation of health programs. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1  Latar Belakang  
 Tercantumnya pelayanan kesehatan sebagai hak masyarakat dalam 
konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3), 
menempatkan status sehat dalam dan pelayanan kesehatan merupakan hak 
masyarakat. Fenomena demikian merupakan keberhasilan pemerintah selama ini 
dalam kebijakan politik di bidang kesehatan, yang menuntut pemerintah maupun 
masyarakat untuk melakukan upaya kesehatan secara tersusun, menyeluruh dan 
merata. 
Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan 
nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan 
kemampuan hidup sehat bagi orang agar terwujud derajat kesehatan yang 
optimal bagi masyarakat maka di selenggarakan upaya kesehatan (promotif), 
pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan kesehatan 
(rehabilitatif) yang di selenggrakan secara berkesinambungan. 
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun  2004 dan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang 
memberikan kewenangan cukup besar kepada kabupaten/kota termasuk dalam 
bidang kesehatan, maka peluang Pemerintah Daerah kabupaten/kota cukup 
besar untuk mengatur  sistem kesehatannya termasuk sistem perencanaan. 
Namun demikian, desentralisasi perencanaan kesehatan sebagai salah satu 
faktor esensial dalam proses desentralisasi merupakan proses yang kompleks 
 dan membutuhkan kerjasama yang harmonis diantara penentu kebijakan, 
perencana, tenaga administrasi dan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan 
tekad yang kuat dan kesiapan yang cukup matang untuk menata  dan 
memperkuat sistem perencanaan kesehatan pada masing-masing 
kabupaten/kota.   
  Sebagai konsekuensi dari implementasi Undang-Undang Nomor 32 
tahun  2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah pada sektor kesehatan, maka kesiapan Dinas Kesehatan kabupaten/kota 
dalam penguatan sistem perencanaan mutlak diperlukan. Suatu hal yang dapat 
dikemukakan sebagai masalah pokok dalam implementasi perencanaan 
kesehatan pada kabupaten/kota adalah sistem perencanaan kesehatan kurang 
efektif dalam mengakomodir kebutuhan dan permasalahan kesehatan 
masyarakat setempat. 
Kesehatan merupakan salah satu aspek yang diatur dan diurus oleh 
pemerintah daerah, yang pada awalnya bersifat top-down (dari pemerintah pusat 
ke pemerintah daerah) sekarang menjadi bottom-up (dari pemerintah daerah ke 
pemerintah pusat). Otonomi daerah bidang kesehatan memberikan kesempatan 
yang banyak kepada pemerintah untuk mengeksplorasi kemampuan daerah dari 
berbagai aspek, mulai dari komitmen pemimpin dan masyarakat untuk 
membangun kesehatan, sistem kesehatan daerah, manajemen kesehatan 
daerah, dana, sarana, dan prasarana yang memadai, sehingga diharapkan 
kesehatan masyarakat di daerah menjadi lebih baik dan tinggi. 
Ketika otonomi daerah dikaitkan dengan sistem politik yang ada di 
Indonesia, para bupati/walikota biasanya hanya membuat program jangka 
 pendek, sekitar program 5 (lima) tahunan, karena masa jabatannya lima tahun, 
sehingga adakalanya program-program kesehatan hanya bersifat formalitas dan 
tidak menyentuh kepada masyarakat. Padahal jika kita telaah lebih jauh, 
penyelesaian masalah kesehatan memerlukan waktu yang panjang, yaitu sekitar 
10 tahun. Walaupun ada program kesehatan jangka panjang yang direncanakan, 
namun seperti kita lihat pada kenyataannya, ketika pergantian pemimpin daerah, 
maka program pun berganti, dan jika tidak berganti, pasti hanya namanya saja 
bukan melanjutkan program yang sudah berjalan. 
Pembangunan kesehatan merupakan proses menuju kearah produktifitas 
penduduk suatu daerah, semakin banyak penduduk yang sehat, semakin 
produktif pula suatu daerah. Otonomi kesehatan di bidang kesehatan seharusnya 
mempunyai visi yang sejajar dengan rencana Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia, yaitu Indonesia Sehat 2025, dimana salah satu agenda pentingnya 
adalah perubahan paradigma dari paradigma sakit ke paradigma sehat, yaitu 
cara pandang, pola pikir, dan model pembangunan kesehatan yang holistik, 
menangani masalah kesehatan yang dipengaruhi banyak faktor secara lintas 
sektoral, dan mengarah pada upaya peningkatan, pemeliharaan, dan 
perlindungan kesehatan. 
Otonomi daerah di bidang kesehatan bertujuan untuk menumbuhkan sifat 
kebaikan dan adil dalam bidang kesehatan, karena setiap daerah mempunyai 
kewenangan untuk membuat formulasi baru sesuai dengan karakteristik 
daerahnya masing-masing. 
Demikian pula halnya dengan daerah di Kab. Enrekang, dalam 
melakukan perencanaan pembangunan kesehatan senantiasa perlu 
 memperhatikan perencanaan pembangunan yang dapat mengakomodasi 
keinginan masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Enrekang itu 
sendiri dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah (Destoda), 
dan tugas perencanaan pembangunan kesehatan dalam rangka pelaksanaan 
pembangunan tersebut merupakan wewenang badan perencanaan 
pembangunan daerah (Bappeda) dengan kerjasama lintas sektoral, mulai dari 
dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas kebersihan, dinas lingkungan hidup, 
dan dinas-dinas lain. 
Kabupaten Enrekang dalam beberapa tahun terakhir berhasil 
mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat terkait dengan program 
pembangunan kesehatan, baik itu penghargaan dalam Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penghargaan dalam program Otonomi 
Award, dan Penghargaan Swasti Saba dari Kementerian Kesehatan. Pemerintah 
Kabupaten Enrekang dikatakan berhasil oleh karena memiliki program-program 
yang mendapatkan penghargaan dan apresiasi baik dari pemerintah maupun 
dari swasta. Terlepas dari penghargaan-penghargaan yang di dapatkan oleh 
pemerintah Kabupaten Enrekang, yang ingin diketahui kemudian adalah 
bagaimana proses penyusunan perencanaan pembagunan kesehatan di daerah 
ini sehingga mendapatkan penghargaan. Oleh karena itu penulis menganggap 
hal tersebut sangat menarik untuk dikaji mengenai penyusunan perencanaan 
pembangunan kesehatan di Kab. Enrekang dan olehnya itu mendorong penulis 
untuk membuat skripsi dengan judul “Perencanaan Pembangunan Kesehatan di 
Kabupaten Enrekang". 
 
 
 I. 2 Rumusan Masalah 
Proses perencanaan pembangunan merupakan langkah yang sangat 
penting dalam melaksanakan pembangunan dimana dari proses tersebut 
diharapkan menghasilkan sebuah out-put yang dapat menjadi acuan, pedoman 
dan penuntun dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan 
daerah dan tuntutan masyarakat, dengan tetap memperhatikan Pola Umum 
Pembangunan Nasional.  
Sehubungan dengan hal itu, untuk dapat menghasilkan perencanaan 
yang baik dan matang, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan potensi 
daerah yang ada serta dapat mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat 
Kab. Enrekang , maka yang dibutuhkan adalah adanya proses perencanaan 
pembangunan yang baik dan tepat agar output yang dihasilkan dapat sesuai 
dengan yang diharapkan. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 
ini bertitik tolak pada permasalahan pokok sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan di 
Kab.Enrekang. 
I. 3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.  Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan di 
Kab.Enrekang. 
2.  Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Akademis, Dari hasil penulisan/penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi positif dan dapat menunjang bagi pengembangan 
 ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Negara (studi kebijakan 
publik), serta memperkaya khasanah kepustakaan dibidang perencanaan 
pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan dan dapat 
mendukung/bahan masukan ataupun komparasi bagi yang akan 
melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. 
b. Keguanan Praktis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan 
manfaat dan berguna bagi Pemerintah kab. Enrekang sebagai sutau 
bahan informasi, input (masukan), demi menghasilkan konsep/produk 
kebijakan  yang berkualitas dan lebih baik lagi dimasa mendatang. 
c. Kegunaan bagi penulis, Dapat menambah dan memperluas 
wawasan/pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) 
terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, serta merupakan 
pembelajaran/pengalaman yang berharga dalam mengapresiasikan dan 
mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses 
perkuliahan. Sekaligus memenuhi salah satu syarat guna memperoleh 
gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNHAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
II.1.    Konsep Perencanaan  
       Untuk dapat memahami mengenai perencanaan pembangunan, maka 
berikut ini akan dipaparkan mengenai berbagai pengertian perencanaan 
menurut para ahli, klasifikasi perencanaan, pengertian pembangunan, proses 
perencanaan pembangunan serta unsur-unsur dalam perencanaan 
pembangunan. 
II.1.1. Pengertian Perencanaan 
Rencana merupakan alat pengkordinasian yang baik. Perencanaan 
adalah proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara 
mencapainya. Sebelum manajer dapat mengorganisasi, mengarahkan atau 
mengawasi, mereka harus membuat rencana yang memberikan tujuan dan 
arah organisasi 
Perencanaan juga merupakan fungsi dasar atau fungsi fundamental 
manajemen yang ditujukan pada masa depan yang penuh ketidakpastian. 
Oleh karena itu setiap instansi/perusahaan harus mempunyai suatu 
perencanaan yang matang dalam mencapai tujuannya. Menurut G.R. Terry 
memberikan definisi perencanaan yang dikutip oleh Drs. Moekijat (2000;15) 
dalam bukunya Fungsi-fingsi Manajemen, mengatakan bahwa. 
“Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta 
serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang 
akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan 
yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai basil yang diinginkan”.  
 Dari pengertian diatas digambarkan bahwa perencanaan 
dihubungkan dengan masalah memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai 
tujuan. Perencanaan   merupakan   salah satu fungsi yang  sangat   penting 
dalam manajemen, karena dengan  adanya  perencanaan  akan menentukan 
fungsi manajemen lainnya terutama pengambilan keputusan. Fungsi 
perencanaan merupakan  landasan dasar dari fungsi menajemen secara 
keseluruhan. Tanpa adanya perencanaan,   pelaksanaan   kegiatan  tidak akan 
berjalan dengan baik. Dengan demikian perencanaan merupakan suatu 
pedoman atau tuntunan terhadap proses kegiatan untuk mencapai tujuan secara 
efektif dan efisien. 
                 Para ahli   di bidang   manajemen   telah   mengemukakan   definisi 
atau  pengertian tentang perencanaan, namun setiap   pengertian perencanaan 
senantiasa memiliki   batasan   yang   berbeda   tergantung ahli manajemen yang  
mengemukakan. Perencanaan di  bidang kesehatan pada dasarnya  merupakan 
suatu proses untuk  merumuskan masalah kesehatan  yang  berkembang di  
masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang harus disediakan,  
menetapkan tujuan yang paling pokok dan menyusun langkah-langkah praktis 
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari batasan tersebut,          
perencanaan akan menjadi efektif jika sebelumnya dilakukan perumusan 
masalah berdasarkan fakta. 
 
II.1. 2.   Asas-asas Perencanaan (principles of planning)  
 
            Ada beberapa prinsip dalam suatu perencanaan antara lain :   
 
a)  Setiap   perencanaan     dan   segala   perubahannya      harus   
ditujukan kepada pencapaian tujuan (principle of contribution to 
objective)  
 b) Suatu perencanaan efisien, jika perencanaan itu dalam           
pelaksanaannya dapat   mencapai     tujuan    dengan    biaya   uang         
sekecil-kecilnya (principle of efficiency of planning)  
c)  Asas    mengutamakan        perencanaan      (principle   of   primary    
of planning) Perencanaan merupakan keperluan utama para 
pemimpin dan fungsi  manajemen lainya  (organizing,staffing, 
directing dan controlling). Seorang tidak akan dapat melaksanakan 
fungsi manajemen lainnya tanpa mengetahui tujuan dan pedoman  
dalam menjalankan kebijaksanaan. 
d)  Asas    kebijaksanaan      pola  kerja  (principle   of  policy  frame    
work). Kebijaksanaan   dapat   mewujudkan   pola   kerja,   prosedur-
prosedur kerja dan program kerja tersusun.  
e)  Asas waktu (principle of timing). Waktu perencanaan relatif singkat     
dan tepat. 
f)  Asas   keterikatan  (the   commitment   principle).  Perencanaan   
harus memperhitungkan jangka waktu keterkaitan yang diperlukan 
untuk pelaksanaan pekerjaan. 
g)  Asas   fleksibilitas (the   principle   of   flexibilility).   Perencanaan   
yang efektif memerlukan fleksibilitas, tetapi  bukan berarti  mengubah     
tujuan . 
h) Asas   alternatif  (principle   of   alternative).  Alternatif   pada    setiap      
rangkaian kerja  dan  perencanaan meliputi   pemilihan    rangkaian 
alternatif   dalam pelaksanaan pekerjaan,   sehingga   tercapai   tujuan     
yang telah ditetapkan  
 
 Dari uraian di atas dapat disimpulkan antara lain :  
a. Perencanaan merupakan fungsi utama manajer.  Pelaksanaan pekerjaan 
tergantung pada baik buruknya suatu rencana. 
b. Perencanaan harus diarahkan pada tercapainya tujuan. Jika tujuan tidak    
tercapai   mungkin     disebabkan     oleh   kurang    baiknya    suatu 
rencana  
c. Perencanaan harus didasarkan atas kenyataan-kenyataan objektif dan 
rasional untuk mewujudkan adanya kerja sama yang efektif. 
d. Perencanaan harus mengandung atau dapat diproyeksikan kejadian-
kejadian pada masa yang akan datang. 
e. Perencanaan harus memikirkan matang-matang tentang anggaran, 
kebijaksanaan, program,   prosedur,  metode  dan  standar  untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
f. Perencanaan   harus   memberikan   dasar   kerja   dan   latar   belakang 
bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya.  
II.1. 3.   Maksud Perencanaan (Purpose Of Planning)  
 
Maksud dari suatu perencanaan antara lain :   
 
a. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajer yang meliputi  
 
seleksi    atas  alternatif-alternatif  tujuan,  kebijaksanaan,   prosedur  
 
dan program.  
 
b.   Perencanaan, sebagian merupakan usaha membuat hal-hal terjadi  
 
sebagaimana yang dikehendaki. 
 
c.   Perencanaan adalah suatu proses pemikiran, penentuan tindakan-  
 
tindakan secara sadar berdasarkan keputusan menyangkut tujuan,  
 
fakta dan ramalan  
 
 d.   Perencanaan      adalah    usaha    menghindari     kekosongan      tugas,  
tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas potensi yang dimiliki  
II.1. 4.   Tujuan Perencanaan (objective of planning)  
            Beberapa tujuan dari perencanaan secara objektif antara lain :   
a) Perencanaan      bertujuan   untuk  menentukan      tujuan,  seleksi  atas  
alternatif-alternatif   tujuan,   kebijakan-kebijakan,     prosedur     dan  
program serta memberikan pedoman cara-cara pelaksanaan yang  
efektif dalam mencapai tujuan.  
b) Perencanaan   adalah   suatu   usaha   untuk   memperkecil   risiko   yang  
dihadapi pada masa yang akan datang.  
c) Perencanaan      menyebabkan      kegiatan-kegiatan    dilakukan   secara  
teratur dan bertujuan 
d) Perencanaan  memberikan  gambaran  yang jelas  dan  lengkap tentang 
seluruh pekerjaan.  
e) Perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukuran hasil kerja. 
f) Perencanaan   membantu   peningkatan   daya   guna   dan   hasil   guna  
Organisasi. 
Dalam Kamus Management karangan Moekijat menyebutkan ada 
delapan perumusan tentang arti perencanaan. Empat diantaranya dikutip 
berikut ini:  
1) Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta 
hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang 
akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-
kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasi-hasil 
yang diinginkan 
 2) Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana 
tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, 
dan dimana hal itu dilakukan. 
3) Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai 
suatu yang dihasilkan. 
4) Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan 
yang diinginkan dan bagaimana tujuan itu harus dicapai. 
Dari berbagai definisi di atas, dapat dikatakan bahwa pada kegiatan 
perencanaan terdapat beberapa ide pokok, seperti : 
a) Perencanaan pada hakikatnya merupakan kegiatan berpikir 
karena merencanakan memang didahului oleh konseptual usaha 
sebelum  bertindak. 
b) Perencanaan pada dasarnya merupakan kegiatan pengambilan 
keputusan tentang hal-hal yang akan dilaksanakan dimasa depan. 
c) Perencanaan juga merupakan proses pemilihan dan usaha 
menghubung-hubungkan fakta untuk dijadikan bahan dalam 
membuat berbagai anggapan mengenai masa depan yang 
dihadapi untuk kemudian dituangkan dalam program kerja dan 
kegiatan operasional yang dirasakan perlu dalam usaha 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
d) Perencanaan dapat pula dikatakan sebagai usaha persiapan yang 
sistematik tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan 
dalam mencapai tujuan. 
 e) Perencanaan dapat juga berarti pengalokasian yang sistematik 
dan rasional dari berbagai saran dan prasarana kerja yang 
sifatnya terbatas untuk memperoleh hasil yang maksimal. 
f) Perencanaan bersifat memprediksi sebagai langkah untuk 
mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat 
mempengaruhi pelaksanaan perencanaan. 
g) Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus 
dilaksanakan. 
Definisi yang baku tentang "perencanaan" itu sulit dilakukan secara 
pas. Hal ini disebabkan cara pandang seseorang terhadap perencanaan 
berbeda-beda karena harus disesuaikan dengan kepentingan masing-
masing.  
Berdasarkan pendapat ahli yang diungkapkan di atas, Jelas bahwa 
perencanaan dianggap suatu proses, dianggap sebagai suatu fungsi dan 
sebagai suatu keputusan, atau pemilihan alternative untuk mencapai tujuan.  
Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam hal ini 
sebagai perencana pembangunan di daerah, sebelum merencanakan suatu 
pembangunan daerahnya harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana 
keadaan daerahnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kegiatan identifikasi, 
inventarisasi dan evaluasi sumber daya yang dimiliki daerahnya yang sangat 
diperlukan bagi pembangunan. 
Dengan demikian perencanaan pembangunan juga harus senantiasa 
memperhitungkan berkesinambungannya hasil pembangunan yang 
dilakukan, karena yang lebih utama dari hasil pembangunan itu sendiri ialah 
outcomes yang mampu diakses oleh the beneficiaries. 
 Tugas tersebut dapat terlaksana apabila proses perencana yang 
dilakukan oleh Bappeda adalah sebuah proses perencanaan yang betul-betul 
mantap, matang dan aspiratif dengan memperhatikan berbagai aspek yang 
perlu dipertimbangkan dalam perencanaan, sehingga pelaksanaan 
pembangunan. selanjutnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. Untuk mencapai pembangunan yang sesuai dengan aspirasi 
dan kebutuhan masyrakat, mekanisme perencanaan yang tepat untuk 
diterapkan adalah Bottom up planning atau perencanaan dari bawah ke atas. 
Perencanaan pada dasarnya adalah penetapan alternatif, yaitu 
menentukan bidang-bidang dan langkah-langkah perencanaan yang akan 
diambil dari berbagai kemungkinan bidang dan langkah yang ada. Bidang 
dan langkah yang diambil ini tentu saja dipandang sesuai dengan tujuan 
yang hendak dicapai, sumber daya yang tersedia dan mempunyai resiko 
yang sekecil-kecilnya.  
II.1.5 Klasifikasi Perencanaan 
Perencanaan dapat diamati dengan melihat pembagiannya dalam 
beberapat jenis tergantung perspektif apa yang kita gunakan. Pembagian 
perencanaan itu sebagai berikut : 
   Perencanaan ditinjau dari segi waktu 
Perencanaan dari segi waktu dapat dibagi menjadi : 
• Perencanaan jangka pendek 
Perencanaan ini melihat kepada sasaran yang lebih sederhana, 
karena proyeksi-proyeksi ekonomi yang diadakan untuk 
menghitung sasaran jangka pendek lebih dapat diwujudkan. Hal 
 ini dapat dimengerti sebab faktor-faktor ketidakpastian masih 
dapat ditekan sampai batas yang rendah. 
Oleh sebab itu, perencanaan ini sering disebut sebagai 
perencanaan kegiatan-kegiatan operasional (operational plan), 
karena rencana tadi dapat langsung dilaksanakan. Rencana 
tahunan, tengah tahunan, dan rencana-rencana anggaran dapat 
dikategorikan kedalam rencana jangka pendek. 
• Perencanaan jangka menengah 
Perencanaan ini merupakan jembatan antara rencana jangka 
panjang dengan rencana jangka pendek (rencana operasional). 
Disini tahapan pencapaian tujuan menjadi lebih jelas karena 
sasaran dan tujuan pada semua sektor dapat dikoordinasikan dan 
dilihat hubungannya satu sama lain. Rencana jangka menengah 
memberikan arah dan meletakkan landasan yang kuat untuk 
tahap perencanaan berikutnya. Dengan pedoman arah ini 
kemudian dapat dirumuskan cara-cara atau rencana-rencana 
tahunan yang dipadukan agar kegiatan pelaksanaan dapat 
berjalan sesuai dengan arah yang ditentukan. 
• Perencanaan jangka panjang 
Perencanaan ini merupakan suatu kerangka dimana arah 
kebijakan negara ditentukan. Perencanaan sektoral, spasial, 
regional, dan lintas sektoral dijabarkan dari rencana ini. Dengan 
rencana jangka panjang ini, suatu negara akan mengetahui ke 
mana pembangunan negara itu akan diarahkan, baik secara 
politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan. 
 Disini dirumuskan dasar-dasar yang melandasi perencanaan ini, 
asas-asasnya, modal dasar yang dimiliki, serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan rencana tersebut. Disini 
juga digambarkan bagaimana proses koordinasi perencanaan dan 
program secara horizontal maupu secara vertikal diadakan. Hasil 
akhir dari perencanaan jangka panjang akan berupa gambaran 
umum untuk tahapan perencanaan berikutnya yang lebih 
terperinci yakni perencanaan jangka menengah dan perencanaan 
tahunan. 
   Perencanaan ditinjaui dari segi wilayah 
Perencanaan dapat pula ditinjau dari segi ruang/ wilayah atau 
disebut juga peninjauan secara spasial. Dari sudut ini, maka 
perencanaan dilaksanakan berdasarkan suatu batas tertentu, yang 
berarti pula bahwa sumber-sumber diarahkan untuk melaksanakan 
optimisasi daerah dalam batas itu. Usaha hasil perencanaan diberikan 
dan dialokasikan untuk daerah tersebut. Perencanaan ini bersifat 
menyeluruh, lintas sektoral dan horizontal. Berdasarkan pengertian 
tersebut maka perencanaan wilayah dibagi menjadi : 
• Perencanaan nasional, yaitu perencanaan yang mencakup 
semua sektor secara komprehensif dalam wilayah suatu 
negara untuk kepentingan seluruh warga negara. 
Perencanaan ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat/ 
nasional 
• Perencanaan daerah, yaitu perencanaan yang 
dikonsentrasikan di daerah tertentu baik provinsi maupun 
 kabupaten dan kota dengan memperhatikan kondisi, potensi, 
dan karakteristik masing-masing daerah. Perencanaan daerah 
muncul dikarenakan anggapan bahwa perencanaan nasional 
tidak cukup efektif memahami kebutuhan warga negara yang 
berdomisili di suatu wilayah administratif. 
• Perencanaan regional, perencanaan yang mencakup semua 
sektor secara komprehensif dalam wilayah lebih dari satu 
daerah (beberapa provinsi atau kabupaten) dan 
dikoordinasikan oleh pemerintah nasional. 
  Perencanaan ditinjau dari sudut hirarki 
Berdasarkan hirarki penyusunannya, perencanaan dibagi menjadi dua, 
yaitu : 
• Perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up) 
Perencanaan ini prosesnya dimulai dengan mengenali 
kebutuhan di tingkat masyrakat yang secara langsung terkait 
dengan pelaksanaan dan terkena dampak dari kegiatan yang 
direncanakan. 
• Perencanaan dari atas ke bawah (top-down) 
Pendekatan ini menerapkan cara penjabaran rencana induk 
(atas) ke dalam rencana rinci (bawah). Dalam aplikasinya 
adalah target yang ditentukan secara nasional dijabarkan ke 
dalam rencana kegiatan di berbagai daerah yang mengacu 
pada target pencapaian tujuan nasional tersebut. 
 
 
 II. 2.   Konsep dan Pengertian Pembangunan  
Berbagai pengertian tentang pembangunan telah dikemukakan oleh 
pakar ekonomi, politik, maupun pakar sosial. Pengertian pembangunan harus 
dilihat secara dinamis dan tidak sebagai konsep statis. Pembangunan adalah 
suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pambangunan 
sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. 
Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang senantiasa bergerak 
maju tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya 
dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. 
Menurut Todaro (1988), pembangunan diartikan sebagai suatu proses 
multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam 
struktur sosial, sikap-sikap mental masyarakat, dan lembaga-lembaga 
nasional termasuk pula akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan 
ketimpangan dan pengentasan kemiskinan.  
Dengan demikian pembangunan harus dipandang sebagai proses 
multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan mendasar atas 
struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional 
disamping tetap mengejar akselerasi pembangunan/ pertumbuhan ekonomi, 
penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi 
hakekatnya pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu 
masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa 
mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun 
kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju 
menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik.  
 Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan 
sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan 
yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan 
pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. 
Sedangkan Ginanjar Kartasasmita secara sederhana mengartikan 
pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik 
melalui upaya yang dilakukan secara terencana.  
Walaupun pengertian pembangunan cukup beragam, namun dapat 
disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang 
mencakupi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, 
pembangunan kelembagaan, dan peningkatan sumber daya. 
Dalam era globalisasi saat ini, pembangunan tidak hanya bertumpu 
pada dimensi ekonomi, sosial, budaya, struktur masyarakat, dan politik 
sebagaimana yang dikemukakan Todaro, tetapi sudah meliputi dimensi yang 
lebih luas. Dimensi paradigma pembangunan baru mencakupi : 
1. Kelestarian lingkungan alam 
2. Keberlanjutan pembangunan  
3. Pemerataan distribusi hasil pembangunan 
4. Kemandirian masyarakat sebagai subjek pembangunan 
5. Kemitraan para pelaku pembangunan 
6. Kesatuan masyarakat global. 
 
Setiap negara pasti merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan 
berbeda-beda. Pada hakekatnya tujuan pembangunan adalah untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat atau meningkatkan kesejahteraan 
 masyarakat. Pembangunan tidak akan pernah berhenti disebabkan tujuan yang 
hakiki tidak akan pernah tercapai seperti yang diungkapkan Siagian (1984 : 30) 
sebagai berikut : 
 Pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari negara-
negara modern di dunia baik yang sudah maju maupun yang sedang 
berkembang, adalah hal-hal yang pada hakekatnya bersifat relatif yang 
sukar membayangkan tercapainya ” titik jenuh yang absolut” yang setelah 
tercapai tidak mungkin ditingkatkan lagi. 
 
Melihat hal tersebut di atas, maka tujuan hakiki pembangunan tidak 
akan pernah tercapai dalam arti bahwa setiap negara tidak akan pernah berhenti 
membangun. Hal tersebut terjadi karena setiap pembangunan mengalami proses 
yang berkesinambungan dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. 
 
II. 3. Konsep  Perencanaan Pembangunan 
               Sebelum mendifinisikan perencanaan  pembangunan perlu  dipahami 
dahulu makna pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses 
perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara 
terencana (Kartasasmita,1994), selain itu pembagunan sebagai suatu usaha 
atau rangkaian usaha   pertumbuhan   dan   perubahan   yang   berencana   dan   
dilakukan   secara   sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah.  
               Perencanaan   pembangunan  merupakan   kegiatan   hampir   sama   
dengan riset/penelitian,   dikarenakan   instrumen   yang   digunakan   adalah   
metode-metode riset.   Kegiatannya   berawal   dari   teknik  pengumpulan   data,   
analisis   data   sampai dengan  studi  lapangan  untuk   memperoleh  data-data   
yang   akurat.  Data   yang dilapangan   sebagai   data   penting   dan   utama   
yang   akan   dipakai   dalam   kegiatan  perencanaan   pembangunan.   Dengan   
demikian   perencanaan   pembangunan   dapat diartikan    sebagai   suatu  
 proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan- keputusan yang 
didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai  bahan  
untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan,        
baik yang bersifat fisik  (material) maupun  non  fisik mental/spiritual), dalam 
rangka  mencapai tujuan  yang   lebih  baik.  (Bratakusumah, 2004)  
Proses perencanaan pembangunan dimulai dengan rencana 
pembangunan atau mungkin hanya dengan formulasi kebijaksanaan–
kebijakasanaan pembangunan   yang   efektif   untuk    mencapai     tujuan-tujuan 
pembangunan, kemudian diikuti dengan berbagai  langkah-langkah kegiatan 
formulasi   rencana   dan   implementasinya,  dapat   diusahakan   rencana   itu   
bersifat realistis  dan   dapat   menanggapi     masalah-masalah      yang   benar-
benar    dihadapi.  
  Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan     
pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah 
perkembangan yang lebih baik bagi suatu   komunitas   masyarakat,   pemerintah   
dan   lingkungannya dalam wilayah/daerah   tertentu,   dengan   memanfaatkan   
atau   mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki 
orientasi yang berdifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada      
azas skala    prioritas  (Bratakusumah,2004)  
Menurut Waterson (Khaeruddin H, 1992:26) menyebutkan bahwa 
perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan 
sebagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan ke depan dengan 
senantiasa mengikuti agar pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan. 
 
 Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam 
pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan 
menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karenanya 
perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat 
dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). 
Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan 
kegiatan riset penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak 
menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis 
data, hingga studi kelayakan untuk mendapatkan data-data kosep perencanaan 
yang akurat.  
Perencanaan pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk membimbing 
dan mempercepat pembangunan sosial ekonomi suatu negara. Kompleksitas 
yang menyertai pelaksanaan tugas ini menyebabkan ia harus dipandang sebagai 
proses yang menuntut kesungguhan dan cara-cara tertentu untuk 
melaksanakannya.  
Berdasarkan definisi tersebut, maka Prof. Bintoro Tjokromikdjojo dalam 
bukunya ” Perencanaan Pembangunan” mengemukakan tahap-tahap dalam 
suatu proses perencanaan sebagai berikut: 
a. Penyusunan rencana 
Penyusunan rencana yang meliputi tinjauan keadaan, baik sebelum 
memulai suatu rencana (review before take off) maupun tinjauan terhadap 
pelaksanaan rencana sebelumnya (review of performance), perkiraan keadaan 
masa yang akan dating( forecasting ), penetapan tujuan rencana (plan objectives 
) akan dilalui rencana ( dan   pemilihan   cara-cara  pencapaian tujuan rencana,   
 identifikasi   kebijakan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana 
serta  pengambilan keputusan sebagai persetujuan atas suatu rencana.  
b. Penyusunan program rencana 
Penyusunan program rencana yang dilakukan melalui perumusan yang 
lebih terperinci   mengenai   tujuan   atau   sasaran   dalam   jangka   waktu   
tertentu,   suatu perincian   jadwal   kegiatan,   jumlah   dan   jadwal   pembiayaan   
serta   penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan 
melakukan program- program  pembangunan. Tahap ini seringkali perlu dibantu 
dengan penyusunan suatu tahap flow-chart, operation-plan atau network-plan .  
c. Pelaksanaan rencana 
Pelaksanaan rencana (implementasi)   yang   terdiri   atas   eksplorasi,   
konstruksi dan operasi. Dalam tahap ini, kebijakan-kebijakan perlu diikuti  
implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus menerus memerlukan      
penyesuaian- penyesuaian.  
d. Pengawasan atas pelaksanaan rencana 
Tahap  selanjutnya adalah pengawasan atas pelaksanaan rencana yang 
bertujuan   untuk mengusahakan   supaya   pelaksanaan  rencana   berjalan   
sesuai dengan  rencana, apabila terdapat  penyimpangan  maka  perlu  diketahui 
seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa  sebabnya   serta   dilakukannya 
tindakan korektif terhadap   adanya   penyimpangan. Untuk maksud   tersebut, 
maka diperlukan suatu sistem  monitoring  dengan  mengusahakan   pelaporan     
dan feedback  yang baik daripada pelaksana rencana.  
e. Pengevaluasian 
Evaluasi  untuk membantu   kegiatan   pengawasan,  yang  dilakukan   
melalui suatu tinjauan yang berjalan secara terus menerus. Disamping itu,  
 evaluasi juga dapat dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana 
yakni evaluasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan 
rencana  sebelumnya. Dari hasil evaluasi ini dapat  dilakukan perbaikan terhadap 
perencanaan selanjutnya. 
Sekalipun dikatakan sebagai tahap-tahap, namun hal tersebut hanyalah 
menunjukkan urutan-urutannya saja. Tidak tertutup kemungkinan beberapa 
kegiatan/ tahapan mungkin dilakukan secara bersama-sama. Misalnya saja 
bersamaan dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebelumnya juga 
telah dimulai penyusunan rencana masa berikutnya. Hal ini biasanya akan lebih 
mengoptimalkan suatu pembangunan. 
Perencanaan pembangunan mempunyai pengaruh yang sangat besar 
untuk keberhasilan pembangunan karena dengan adanya perencanaan 
diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan-kegiatan, adanya pedoman 
bagi pelaksanaan kegiatan yang memberikan kerangka pemersatu dan 
membantu untuk memperkirakan peluang-peluang di masa yang akan datang, 
yang pada akhimya mengarah kepada pencapaian tujuan pembangunan.  
Kebijakan perencanaan pembangunan yang direncanakan, secara 
terperinci, jelas, transparan dengan dasar peran aktif masyarakat serta dukungan 
aparat. pelaksana yang andal adalah awal keberhasilan perencanaan 
pembangunan. Perencanaan yang disusun secara terperinci dan jelas 
menyangkut kelengkapan informasi, serta pemahaman terhadap struktur sosial 
ekonomi dan budaya masyarakat di tujukan oleh pergeseran peran pemerintah 
dari posisi sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan 
peningkatan kemandirian daerah. 
 Pada masa mendatang, perencanaan pembangunan dan 
pelaksanaannya akan makin berorientasi kebawah dan melibatkan masyarakat 
luas, melalui pemberian kewenangan perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan kepada daerah-daerah. Dengan cara ini pemerintah makin 
mampu menyerap aspirasi masyarakat, sehingga pembangunan yarig 
dilaksanakan dapat memberdayakan dan menyediakan kebutuhan rakyat 
banyak.  
 
II. 4. Unsur-Unsur Dalam Perencanaan Pembangunan 
Setiap perencanaan pembangunan pada hakikatnya mengandung 
beberapa unsur yang dijadikan sebagai landasan dalam mengarahkan kegiatan 
pembangunan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bintoro 
Tjokromidjojo mengemukakan bahwa secara umum unsur-unsur pokok yang 
terdapat dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : 
a) Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. 
Sering juga disebut tujuan, arah, dan prioritas-prioritas pembangunan. Meliputi 
pula berbagai sasaran pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari seluruh 
rencana yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan 
pembangunan lainnya. 
b) Kerangka rencana atau disebut juga sebagai kerangka makro 
rencana, dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-variabel 
peembangunan serta implikasi hubungan tersebut. 
c) Perkiraan sumber-sumber pembangunan khususnya sumber-
sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan 
merupakan keterbatasan yang strategis dalam usaha pembangunan dan perlu 
diperkirakan dengan seksama. 
 d) Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten. Berbagai 
kebijaksanaan perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan secara serasi dan 
konsisten. 
e) Program investasi yang dilakukan secara sektoral, misalnya 
dibidang pertanian, industri, pendidikan, dan lain-lain. Dalam penyusunan 
program investasi dan sasaran-sasaran rencana pertimbangan ekonomi dan 
pembangunan diserasikan dengan kemungkinan pembiayaannya secara wajar. 
f) Administrasi pembangunan. Salah satu segi penting dalam proses 
perencanaan adalah pelaksanaannya dan untuk itu diperlukan suatu administrasi 
negara yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
sebagai bagian integral dari rencana pembangunan itu sendiri. 
II. 5.  Konsep Kesehatan 
II. 5.1  Konsep Sehat Menurut WHO 
 Menurut WHO (1947) Sehat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu 
keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya 
bebas dari penyakit atau kelemahan (WHO, 1947). 
 Definisi WHO tentang sehat mempunyai karakteristik berikut yang dapat 
meningkatkan konsep sehat yang positif (Edelman dan Mandle. 1994) : 
1. Memperhatikan individu sebagai sebuah sistem yang menyeluruh. 
2. Memandang sehat dengan mengidentifikasi lingkungan internal 
dan eksternal. 
3. Penghargaan terhadap pentingnya peran individu dalam hidup. 
II. 5. 2  Sehat Menurut Depkes RI 
Konsep sehat dan sakit sesungguhnya tidak terlalu mutlak dan universal 
karena ada faktor -faktor lain di luar kenyataan klinis yang mempengaruhinya 
 terutama faktor sosial budaya. Kedua pengertian saling mempengaruhi dan 
pengertian yang satu hanya dapat dipahami dalam konteks pengertian yang lain. 
Banyak ahli filsafat, biologi, antropologi, sosiologi, kedokteran, dan lain-lain 
bidang ilmu pengetahuan telah mencoba memberikan pengertian tentang konsep 
sehat dan sakit ditinjau dari masing-masing disiplin ilmu.  
Masalah sehat dan sakit merupakan proses yang berkaitan dengan 
kemampuan atau ketidakmampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan baik 
secara biologis, psikologis maupun sosio budaya. UU No. 23,1992 tentang 
Kesehatan menyatakan bahwa : 
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 
memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini 
maka kesehatan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur 
–unsur fisik, mental dan sosial dan di dalamnya kesehatan jiwa merupakan 
bagian integral kesehatan.  
 
II. 6.  Kerangka Pikir 
Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan 
pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima 
secara umum. Pengertian atau batasan perencanaan tersebut antara lain 
sebagai berikut : 
1. Siagian (1994), Perencanaan adalah keseluruhan proses 
pemikiran dan penetuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di 
masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.  
2.   Terry (1975), Perencanaan adalah pemilihan dan 
menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang 
 berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan 
kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil 
tertentu. 
3.   Ginanjar Kartasasmita mengartikan pembangunan sebagai suatu 
proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara 
terencana. 
4. Prof. Bintoro Tjokromikdjojo dalam bukunya ” Perencanaan 
Pembangunan” mengemukakan tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan 
yaitu : 
 Penyusunan rencana 
 Penyusunan program rencana 
 Pelaksanaan rencana 
 Pengawasan atas pelaksanaan rencana 
 Pengevaluasian 
Solihin (2006), mengungkapkan tiga tahapan perencanaan 
pembangunan yaitu : (1) perumusan dan penentuan tujuan, (2) pengujian atau 
analisis opsi atau pilihan yang tersedia, dan (3) pemilihan rangkaian tindakan 
atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan telah disepakati 
bersama. Dari ketiga tahapan perencanaan tersebut dapat didefenisikan 
perencanaan pembangunan wilayah atau dearah sebagai berikut yaitu : suatu 
usaha yang sistematik dari berbagai pelaku (aktor) baik umum (publik) atau 
pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat stakeholder lainnya pada 
tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan 
keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya.  
 Suzetta (2007) menjelaskan bahwa, Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional, telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 
39 dan No. 40 Tahun 2006. Sistem perencanaan ini diharapkan dapat 
mengkoordinasikan seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh 
berbagai pelaku pembangunan sehingga menghasilkan sinergi yang optimal 
dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Berdasarkan hal 
tersebut, maka proses perubahan sosial (atau “pembangunan”) tersebut perlu 
dilakukan secara terencana, terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan, melalui 
“peran pemerintah bersama masyarakat” dengan memperhatikan kondisi 
ekonomi, perubahan-perubahan sosio-politik, perkembangan sosial-budaya yang 
ada, perkembangan ilmu dan teknologi, dan perkembangan dunia internasional 
atau globalisasi. 
Perencanaan pembangunan yang berkualitas, disertai dengan tingkat 
pemahaman yang luas akan menentukan tingkat keberhasilan suatu 
pembangunan. Sehubungan dengan peranan yang diemban oleh Bappeda 
dalam merumuskan berbagai perencanaan pembangunan, maka penelitian ini 
perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyusunan perencanaan 
pembangunan kesehatan di Kabupaten Enrekang. Untuk lebih jelasnya alur 
pemikiran penulis dapat dilihat dari skema sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Gambar 1. Kerangka Pikir 
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Tahap –tahap perencanaan pembangunan  : 
1. Penyusunan rencana 
2. Penyusunan program rencana 
3. Pelaksanaan program 
4. Pengawasan atas pelaksanaan program 
5. Pengevaluasian 
 
 
Enrekang Sehat Mandiri 
 BAB III 
 METODE PENELITIAN 
 
  Penelitian merupakan proses yaitu langkah-langkah yang dilakukan 
secara berencana dan sistematis karena berguna untuk mendapatkan suatu 
pemecahan masalah dan jawaban atas pertanyaan. Dalam melakukan 
penelitian, metode pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk 
mencapai tujuan. Metode sangat penting dalam sebuah penelitian sebab tujuan 
umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, langkah-
langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan 
dalam penelitian. Berikut ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan 
dalam membahas rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. 
Metode penelitian tersebut terdiri atas lokasi penelitian, jenis dan tipe penelitian, 
definisi operasional, unit analisis, informan, teknik pengumpulan data, dan teknik 
analisis data.  
III. 1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Administrasi Pemerintahan daerah 
Kabupaten Enrekang.  
III. 2. Jenis dan Tipe Penelitian. 
Dalam penelitian ini, dipergunakan desain penelitian deskriptif, yaitu 
penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 
kenyataan-kenyataan (fakta-fakta) dengan mengemukakan keadaan-keadaan 
mengenai objek penelitian sebagaimana adanya secara lengkap. Desain 
penelitian deskriptif bermaksud mengamati secara lengkap dan mencari 
hubungan dengan konsep yang lain, tanpa pengujian hipotesa atau hubungan 
 tersebut dalam kaitan dengan penelitian ini, maka objek penelitian ialah 
perencanaan pembangunan kesehatan. 
Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggambarkan 
bagaimana adanya fakta-fakta yang ditemukan pada masa sekarang, selanjutnya 
menganalisa dan menafsirkan fakta-fakta tersebut serta mengambil 
kesimpulannya. Jadi dalam penelitian ini penulis menggambarkan Perencanaan 
Pembangunan Kesehatan di Kab.Enrekang. 
III.3. Defenisi Operasional 
Defenisi operasional adalah defenisi yang dibuat dengan tujuan 
mengoperasional konsep-konsep atau variabel-variabel penelitian agar dapat 
diukur dalam menjawab masalah. 
Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap konsep-
konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan definisi 
operasional sebagai berikut: 
 
1. Aktor  kebijakan (policy actors) adalah individu, kelompok atau institusi  
yang membuat dan mampu mempengaruhi proses perencanaan 
pembangunan di Kab.Enrekang  
2. Tahap-tahap dalam penyusunan perencanaan pembangunan  
Adapun tahapan-tahapan yang dimaksud dalam proses penyusunan 
perencanaan pembangunan yaitu : 
 Mekanisme Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesehatan 
di    Kab. Enrekang. 
 Penyusunan Rencana  
 Penetapan program rencana  
 Pelaksanaan program 
  Pengawasan atas pelaksanaan program  
 Evaluasi pelaksanaan program  
3.   Proses penyusunan perencanaan pernbangunan 
Adapun proses penyusunan perencanaan pembangunan yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah proses-proses yang ditempuh atau dilalui oleh aparat 
Bappeda dalam rangka menyusun dan merencanakan pembangunan kesehatan 
di Kab. Enrekang antara lain: 
 Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan (MUSBANG) 
 Musyawarah Pembangunan  Tingkat Kecamatan. 
 Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kab. Enrekang  
(Forum SKPD) 
 Evaluasi dan Monitoring 
 
III. 4. Unit Analisis 
Desain penelitian yang terkategorikan sebagai studi kasus, 
ditentukan oleh unit analisisnya, Yin (2006). Dalam penyusunan penelitian ini, 
penulis menggunakan unit analisis Kelompok aktor atau Organaisasi dalam hal 
ini Dinas Kesehatan Kab. Enrekang, BAPPEDA Kab.Enrekang sebagai aktor 
yang terlibat dalam perencanaan pembangunan kesehatan di Kab. Enrekang. 
Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan obyektif bahwa 
berbagai variabel dan indikator dalam kajian ini lebih cepat dideteksi dengan 
pendekatan pada kelompok aktor atau organisasi. 
 
 
 
 III. 5.  Informan Penelitian 
Informan adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat  
langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih 
karena paling banyak mengetahui tentang proses perencanaan kesehatan di 
kabupaten Enrekang. Informan adalah orang-orang yang benar-benar 
mengetahui dan atau terlibat langsung dengan fokus permasalahan sehingga 
peneliti dapat merangkum informasi yang penting dalam fokus penelitian, adapun 
yang menjadi informan adalah pegawai pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab.Enrekang, Pegawai Dinas Kesehatan 
Pemerintah Kab. Enrekang, Kepala Rumah Sakit Enrekang, Kepala-kepala 
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. 
Penulis menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel 
yang dilakukan dengan memilih secara subjektif yang dianggap representatif. 
Pengambilan sampel ini bergantung pada keterlibatan langsung atau memahami 
informasi yang dibutuhkan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini. 
Sehubungan dengan hal ini, maka kami menetapkan informan sebagai berikut : 
- Kepala Bappeda       1 orang 
- Kepala Bidang Pada Kantor Bappeda Kab.Enrekang   2 orang 
- Kepala Dinas & Staf Dinas Kesehatan Kab. Enrekang  2 orang 
- Kepala RSU Massenrenpulu Kab. Enrekang   1 orang 
- Kepala Puskesmas di Kab. Enrekang    2 orang 
- Anggota DPRD bidang kesehatan masyarakat   2 orang 
- Tokoh-tokoh Masyarakat di Kab. Enrekang   4  orang 
- Lurah di Kecamatan Enrekang      1  orang 
Total         15 orang 
  
III. 6. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh berdasarkan sumbemya 
dapat diklasifikasikan dari dua sumber yaitu : 
    a.  Data primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara yang 
penulis lakukan berdasarkan pedoman yang telah dibuat serta 
pengamatan secara langsung terhadap responden. 
b.  Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, 
catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi, yang 
dapat mendukung kelengkapan data primer.  
Penggunaan data primer dan data sekunder secara bersama-sama 
dimaksudkan agar saling melengkapi yang disesuaikan dengan keperluan 
penelitian. Selain itu, hal ini dilakukan sekaligus untuk perbandingan data yang 
diperoleh.  
 
III. 7. Teknik pengumpulan data  
Untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan dapat 
dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam 
pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan 
kekurangan. Secara garis besar terbagi atas : 
 
III.7.1.Studi Kepustakaan 
Pada studi kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan 
penelitian ini khususnya buku-buku perencanaan pembangunan, administrasi 
 organisasi dan menejemen, buku-buku tentang studi ilmu administrasi serta 
dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Data yang 
diproleh dari studi kepustakaan ini merupakan data sekunder. 
III.7.2. Penelitian Lapangan  
Pada penelitian lapangan teknik pengumpulan data penelitian 
dilakukan secara langsung terjun kelapangan yang dimaksudkan, selain 
mencari data primer untuk objek penulisan, sekaligus mencari bahan 
pendekatan terhadap prakteknya. Sehubungan dengan teknik pengumpulan 
data secara Field Research tersebut, maka beberapa teknik yang penyusun 
gunakan antara lain; 
a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 
pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. 
b.  Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat 
daftar pertanyaan. 
c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti secara 
langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber untuk 
mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan 
fokus penelitian. 
III.8.  Teknik Analisis Data 
 Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data 
dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Yaitu suatu analisis yang 
berusaha mancari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari 
data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran 
setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci, yang ditabulasikan 
 dan dipresentasekan sesuai dengan hasil olah data/ wawancara mendalam 
penulis dengan para informan. 
Hasil pengumpulan data tersebut kemudian diolah secara manual dengan 
dirangkum, diikhtisarkan atau diseleksi. Kemudian, masing-masing dimasukkan 
kedalam kategori/permasalahan yang sama (direduksi). Selanjutnya, hasil 
reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (display data) 
kedalam instrumen/kerangka teori-teori yang digunakan. Kemudian disajikan 
dalam bentuk contect analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi 
kesimpulan,  sehingga dapat menjawab rumusan masalah, serta mampu 
menjelaskan fenomena atau gejala yang hadar dalam penelitian menjelaskan 
dan terfokus pada representasi tehadap fenomena yang hadir dalam penelitian. 
 
  
 BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
VI.1  Gambaran Umum Kabupaten Enrekang 
VI.1.1 Kondisi Geografis 
 Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3 14’36” – 3 50’0” 
Lintang Selatan dan antara 119 40’53” – 120 6’33” Bujur Timur.  Letak gegrafis 
kabupaten Enrekang berada di Jantung jazirah Sulawesi Selatan dengan batas 
wilayah sebagai berikut : 
Sebelah Utara  : Kabupaten Tana Toraja 
Sebelah Timur : Kabupaten Luwu 
Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap 
Sebelah Barat  : Kabupaten Pinrang 
VI.1.2 Profil Wilayah  
Secara keseluruhan Kabupaten Enrekang memiliki wilayah seluas 
1.786,01 km. Jika dibandingkan terhadap luas wilayah Sulawesi Selatan, maka 
luas wilayah kabupaten Enrekang sebesar 2,83 %. 
Kabupaten Enrekang terbagi menjadi 12 Kecamatan dan secara 
keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri atas 
129 wilayah desa/kelurahan, yaitu :  
• Kecamatan Enrekang terdiri dari 6 Kelurahan dan 10 Desa 
• Kecamatan Maiwa terdiri dari 1 Kelurahan dan 15 Desa 
• Kecamatan Alla terdiri dari 3 Kelurahan dan 5 Desa 
• Kecamatan Baraka terdiri dari 3 Kelurahan dan 10 Desa 
• Kecamatan Anggeraja terdiri dari 3 Kelurahan dan 11 Desa 
 • Kecamatan Malua terdiri dari 1 Kelurahan dan 8 Desa 
• Kecamatan Curio terdiri dari 11 Desa 
• Kecamatan Cendana terdiri dari 8 Desa 
• Kecamatan Baroko terdiri dari 8 Desa 
• Kecamatan Masalle terdiri dari  6 Desa 
• Kecamatan Buntu Batu terdiri dari 8 Desa 
• Kecamatan Bungin terdiri dari 1 kelurahan dan 5 Desa 
    Tabel 1. 
Luas daerah menurut Kecamatan di Kab. Enrekang tahun 2009 
No Nama Kecamatan Luas Area 
(km) 
Persentase terhadap 
Luas Enrekang (%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Maiwa 
Bungin 
Enrekang 
Cendana 
Baraka 
Buntu Batu 
Anggeraja 
Malua 
Alla 
Curio 
Masalle 
Baroko 
392,87 
236,84 
291,19 
91,01 
159,15 
126,65 
125,34 
40,36 
34,66 
178,51 
68,35 
41,08 
22,00 
13,26 
16,30 
5,10 
8,91 
7,09 
7,02 
2,26 
1,94 
9,99 
3,83 
2,30 
 
Kabupaten Enrekang 1.786,01 100 
Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2008/2009, BPS Enrekang 
 Berdasarkan Tabel 1 Terlihat bahwa kecamatan Maiwa memiliki daerah 
terluas yakni sebesar 392,87 km (22%), sedangkan yang terkecil adalah 
kecamatan Alla sebesar 34,88 km (1,94 %) dari keseluruhan luas wilayah 
Kabupaten Enrekang. 
VI.1.3 Topografi 
Ketinggian tanah di Kabupaten Enrekang bervariasi antara 47 meter 
sampai 3.329 meter di atas permukaan laut. Permukaan tanah di kabupaten 
Enrekang sebagian besar adalah perbukitan oleh karenanya Kabupaten  
Enrekang memiliki banyak gunung. Bahkan daerah ini terkenal dengan nama 
Massenrempulu yang artinya meminggir gunung atau menyisir gunung. 
Pegunungan Lattimojong yang memanjang dari arah Utara ke Selatan 
dengan rata-rata ketinggian sekitar 3000 meter di atas permukaan laut memagari 
Kabupaten Enrekang di sebelah Timur, sedang di sebelah Barat membentang 
Sungai Saddang dari Utara ke Selatan dengan panjang 61,5 km dan merupakan 
pengendali air yang menentukan pengairan Saddang yang berada dalam wilayah 
kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai Kabupaten Sidenreng 
Rappang sehingga kerusakan lingkungan atau hutan di kabupaten enrekang 
akan berdampak kepada kabupaten Sidenreng Rappang dan kabupaten Pinrang 
karena kabupaten Enrekang adalah penyanggah daerah tersebut. 
VI.1.4 Kependudukan  
Jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang untuk tahun 2008 adalah 
sebanyak 188.070 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Dengan kepadatan 
penduduk mencapai 105 jiwa/km. 
 
 
          Tabel. 2 
Penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk menurut             
Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2009 
No Nama Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 
Total 
Kepadatan 
Penduduk 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Maiwa 
Bungin 
Enrekang 
Cendana 
Baraka 
Buntu Batu 
Anggeraja 
Malua 
Alla 
Curio 
Masalle 
Baroko 
11.655 
2.284 
14.928 
4.269 
10.495 
6.097 
11.866 
4.275 
10.107 
7.248 
6.145 
5.184 
11.657 
2.098 
14.929 
4.420 
10.287 
5.896 
11.850 
4.322 
10.046 
7.094 
5.953 
4.965 
23.312 
4.382 
29.857 
8.689 
20.782 
11.933 
23.716 
8.597 
20.153 
14.342 
12.098 
10.149 
59,3 
18,5 
102,5 
95,5 
130,6 
94,7 
189,2 
213,0 
581,4 
80,3 
177,0 
247,1 
  94.553 93.517 188.070 105,3 
Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2008/2009, BPS Enrekang 
 Berdasarkan Tabel 2 di atas, Kecamatan Enrekang memiliki jumlah 
penduduk yang paling banyak jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain 
yaitu sebesar 29.857 jiwa dengan kepadatan penduduk 102 jiwa/km. Hal ini 
dimungkinkan karena kecamatan ini adalah ibukota kabupaten yang merupakan 
pusat administrasi dan pelayanan publik dengan penduduk yang sifatnya 
heterogen. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit 
yaitu kecamatan Bungin dengan jumlah penduduk sebesr 4.382 jiwa dengan 
 kepadatan penduduk  18,5 jiwa/km dan merupakan salah satu kecamatan yang 
baru dimekarkan. 
VI.1.5 Kepemerintahan 
Kabupaten Enrekang telah beberapa kali mengalami pergantian Bupati 
sejak awal mula terbentuknya yaitu pada tanggal 19 februari 1960 yang 
merupakan pemekaran dari AFDELING Pare-Pare dengan dasar Undang-
Undang No. 29 Tahun 1959 ( Lembaran Negara Tahun 1959 no 74 tentang 
daerah pembentukan tingkat II di Sulawesi atau daerah Swatantra tingkat 
II/Daswati II ) Maka dimekarkanlah Kabupaten Pare-Pare menjadi 5 kabupaten 
baru yaitu : (Daswati II Enrekang, Daswati II Barru, Daswati II Pare-Pare, Daswati 
II Pinrang, Daswati II Sidrap). Berdasarkan Undang-Undang tersebut sebagai 
tindak lanjut maka pada tanggal 19 Februari 1960 dilantiklah Andi Baba 
Mangopo sebagai pejabat Bupati. Adapun Bupati yang pernah memegang 
tampuk pemerintahan di Kabupaten ini adalah :  
1. Periode 1960 – 1963 dijabat oleh Andi Baba Mangopo 
2. Periode 1963 – 1964 dijabat oleh M. Nur 
3. Periode 1964 – 1965 dijabat oleh M. Chatif Lasiny 
4. Periode 1965 – 1969 dijabat oleh Bambang Soetrisna 
5. Periode 1969 – 1971 dijabat oleh Abd. Rachman , BA 
6. Periode 1971 – 1978 dijabat oleh Much. Daud 
( -/+ 2 Tahun masa non aktif, dan Pjs. Oleh Drs. A. Parawansa ) 
7. Periode 1978 – 1983 dijabat oleh H. Abdullah Dollar, BA 
8. Periode 1983 – 1988 dijabat oleh M. Saleh Nurdin Agung 
9. Periode 1988 – 1993 dijabat oleh H.M. Amien Syam 
10.  Periode 1993 – 1998 dijabat oleh H. Andi Rahman 
 11.  Periode 1998 – 2003 dijabat oleh Drs. Iqbal Mustafa 
12.  Periode 2003 – 2009 dijabat oleh Ir. Haji La Tinro La Tunrung 
13.  Periode 2008 – sampai sekarang dijabat oleh Ir Haji La Tinro la Tunrung 
dengan Wakil Bupati Drs. Nurhasan. 
 
VI.2 Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kesehatan di Kabupaten 
Enrekang 
VI.2.1 Visi & Misi 
.  Visi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam 
RPJMD kabupaten Enrekang tahun 2009-2013 yaitu : 
”MEWUJUDKAN KABUPATEN ENREKANG SEBAGAI DAERAH 
AGROPOLITAN YANG LEBIH MAJU,  UNGGUL, SEJAHTERA DAN 
RELIGIUS PADA TAHUN 2013” 
Untuk mewujudkan program pembangunan bidang kesehatan, maka 
Rencana Strategis Dinas Kesehatan disinkronisasikan dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2013 Kabupaten 
Enrekang yang dituangkan dalam agenda kerja sebagai berikut : 
Agenda 1 : 
 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Kuat. 
Prioritas kebijakan umum pada sektor pelayanan pendidikan dan kesehatan 
Agenda 2 : 
 Peningkatan Daya Saing Komoditas Unggulan Berbasis Masyarakat dan 
berwawasan lingkungan 
Prioritas kebijakan umum yang berkenaan dengan sektor kehutanan adalah 
Pelestarian Hutan (lingkungan hidup) dan tata guna air. 
 Agenda 3 :  
Penguatan Sarana Prasarana Infrastruktur untuk Meningkatkan Akses 
Pelayanan Publik, serta Kelancaran Mobilisasi Sosial Ekonomi Antar 
Desa/Wilayah. 
Prioritas kebijakan umum pada agenda ini ditekankan pada sektor 
pengembangan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. 
Agenda 4 :  
Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Peningkatan 
Pelayanan Publik. Kebijakan umum yang terkait dengan sektor kehutanan adalah 
Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah 
Agenda 5 :  
Pengembangan Perekonomian Berbasis Masyarakat Secara Merata dan 
Berkeadilan. Kebijakan umum pada agenda ini ditekankan pada sektor 
pengembangan ekonomi kerakyatan. 
Serta Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 
tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Kabupaten Enrekang, maka Dinas Kesehatan  Kabupaten 
Enrekang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 
 
 “Membantu Bupati dalam menyelenggarakan  pemerintah daerah di bidang 
Kesehatan” 
 
 
 
Visi : 
 Dari hasil musyawarah semua staf / petugas kesehatan Dinas Kesehatan dalam 
menetapkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, maka ditetapkan Visi 
Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang adalah  
“Enrekang Sehat Mandiri 2013“ 
Misi : 
Misi merupakan proses untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, adapun Misi 
Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yang tercantum dalam rencana stratejik 
adalah: 
a. Memantapkan manajemen kesehatan yang dinamis dan akuntabel. 
b. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan yang paripurna kepada 
masyarakat. 
c. Memberdayakan masyarakat dan swasta. 
d. Meningkatkan manfaat dan optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan 
dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
e. Meningkatkan kemitraan lintas program dan lintas sektor dalam upaya 
efisiensi, efektifitas dan optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat. 
VI. 2. 2 Tujuan : 
Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan bersifat operasional tentang 
apa yang akan dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Enrekang adalah Meningkatkan Penyelanggaraan Pembangunan 
Kesehatan secara Berhasilguna dan Berdayaguna dalam rangka mencapai 
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. 
 
 
VI. 2.3 Sasaran  : 
   Agar Pembangunan Kesehatan dapat terselenggara secara berhasilguna 
dan berdayaguna maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai sampai akhir 
tahun 2013 yaitu: 
a. Tersedianya berbagai kebijakan dan pedoman serta hukum kesehatan 
yang menunjang pembangunan kesehatan. 
b. Meningkatnya Umur Harapan Hidup dari 72,2 menjadi 75 Tahun. 
c. Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 13,5/000 KH menjadi 5/000 KH 
pada tahun 2013. 
d. Menurunnya Kematian Ibu dari 5 Orang menjadi tidak ada pada tahun 
2013. 
e. Menurunnya Jumlah Kematian Balita dari 2 orang menjadi tidak ada 
pada tahun 2013. 
f. Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk dari 0,75% pada Balita menjadi 0%. 
g. Terbentuk dan terselenggaranya sistem informasi manajemen kesehatan 
di daerah yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. 
VI. 2.4 Indikator 
Indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk diwujudkan: 
a. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4). 
b. Meningkatnya cakupan komplikasi kehamilan yang ditangani 
c. Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan. 
d. Meningkatnya cakupan pelayanan nifas. 
e. Meningkatnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani. 
f. Meningkatnya cakupan kunjungan bayi. 
g. Meningkatnya cakupan Desa / Kelurahan UCI. 
 h. Meningkatnya cakupan pelayanan anak balita. 
i. Meningkatnya cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 
usia 6 – 24 bulan keluarga miskin. 
j. Meningkatnya cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan. 
k. Meningkatnya cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat. 
l. Meningkatnya cakupan peserta KB aktif. 
m. Meningkatnya cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit. 
n. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin. 
o. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat 
miskin. 
p. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus 
diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten 
q. Meningkatnya cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan 
penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam. 
r. Meningkatnya cakupan desa siaga aktif. 
VI.2 .5   Strategi 
Dalam mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Tahun 2013 maka strategi yang akan 
ditempuh adalah: 
a. Mewujudkan komitmen pembangunan berwawasan kesehatan. 
b. Meningkatkan Pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan 
c. Membina sistem kesehatan dan sistem hukum di bidang kesehatan. 
d. Melaksanakan jejaring pembangunan kesehatan. 
e. Peningkatan mutu (TQM) dan program Jaga Mutu (QA) dalam rangka 
meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas. 
 f. Pengembangan sistem informasi kesehatn sampai ketingkat bawah yaitu 
PUSTU, Polindes dan POSKESDES. 
g. Pelaksanaan Desa siaga 
 
VI.2.6  Kebijakan 
Kebijakan merupakan uraian dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan 
Rencana Stratejik Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang adalah: 
a) Penggalangan kemitraan lintas sektor 
b) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas 
c) Peningkatan kemampuan daerah 
d) Pemberdayaan masyarakat da swasta 
e) Pengembangan sumberdaya kesehatan 
f) Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
IV.3. Mekanisme Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesehatan di    
Kab. Enrekang. 
 Perencanaan pembangunan secara vertikal menitikberatkan pada upaya 
pembinaan keserasian dan saling menunjang antara pembangunan pusat dan 
daerah. Sedangkan secara horizontal dititik beratkan pada upaya koordinasi dan 
sinkronisasi seluruh proyek-proyek pembangunan daerah. Perencanaan 
pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena akan 
berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan 
komprehensif dari suatu wilayah terkait. Kompleksitas permasalahan sudah 
menjadi konsekuensi yang logis yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. 
 Kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan tidak dapat 
dilakukan secara individual, melainkan harus secara tim, baik dalam arti 
 kerjasama antar anggota perencana maupun kerjasama dalam arti institusional. 
Disamping itu, perencanaan pembagunan daerah juga memerlukan keterlibatan 
berbagai pihak secara interdisipliner sehingga mampu melakukan pengkajian 
dan analisis akurat dalam rangka perumusan perencanaan. 
 Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan 
pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 
Berdasarkan undang-undang tersebut, Presiden menyelenggarakan dan 
bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional. Dalam 
menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional, Presiden dibantu oleh 
Menteri. Pimpinan kementerian/ lembaga menyelenggarakan perencanaan 
pembangunan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. 
Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah mengkoordinasikan 
pelaksanaan perencanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 
Kepala daerah menyelanggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan 
pembangunan daerah di daerahnya. Dalam menyelenggarakan perencanaan 
pembangunan daerah, kepala daerah dibantu oleh kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda). Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) menyelenggarakan perencanaan  pembangunan daerah sesuai dengan 
tugas dan kewenangannya.  
Kehadiran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baik di daerah 
provinsi maupun di daerah kabupaten/ kota memiliki peran dan fungsi yang 
sangat strategi dalam ikut menentukan kestabilan pembangunan nasional, 
utamanya pembangunan di daerah. Dengan demilkian Bappeda  senantiasa 
dituntut untuk semakin mendinamisasikan pembangunan di daerah.  
 Berdasarkan wawancara dengan sekretaris BAPPEDA Kab. Enrekang 
dia mengatakan bahwa : 
Badan perencana pembangunan di Kabupaten diharapkan dapat 
menjaga keseimbangan dari dua kepentingan di daerah yakni 
kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dan 
yang perlu diingat bahwa apa yang menjadi output perencanaan benar-
benar merefleksikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
( wawancara tanggal 10 Juli 2011) 
. 
Seperti telah diketahui bahwa tugas pokok Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah adalah menyusun perencanaan pembangunan daerah 
maka Bappeda Kab. Enrekang dalam rangka penyusunan perencanaan 
pembangunan melalui berbagai tahapan. Adapun pola umum tahapan 
penyusunan rencanan pembangunan daerah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 
2004 adalah sebagai berikut : 
1) Materi awal, penyiapan bahan utama yang digunakan dalam  
2) Penyusunan rancangan rencana 
3) Penyusunan rancangan  rencana  
4) Musyawarah perencanaan pembangunan/ konsultasi publik 
5) Penyusunan rancangan akhir 
6) Pengesahan 
 Ada lima pendekatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan 
berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, seperti yang dijelaskan oleh  Kasubag 
perencanaan Bappeda Kab. Enrekang  yaitu : 
- pendekatan politik, 
Dimana program kepala daerah terpilih menjadi visi dan misi jangka 
menengah daerah. Rencana pembangunannya adalah merupakan agenda 
pembangunan yang dikampanyekan kepala daerah terpilih. Dan 
pembangunan jangka panjang daerah disusun secara partisipasi, 
transparan, dan bertanggung jawab. 
- pendekatan teknokratik, 
Perencanaan dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah 
oleh tenaga ahli atau lembaga resmi yang memiliki kualifikasi untuk itu. 
 Dan dalam dokumen rencana terdapat indikator pencapaian kinerja yang 
dapat diukur. 
- pendekatan partisipasi, 
Perencanaan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap 
pembangunan tersebut. Dimana penyusunan rencana bersifat inklusif atau 
tidak ada pihak yang diabaikan, serta mengutamakan konsensus. 
- pendekatan bottom-up, 
Perencanaan dari bawah ke atas, merupakan perencanaan yang 
dibangun dari tingkatan pemerintahan yang lebih rendah (desa-
kelurahan) untuk disampaikan pada pembahasan perencanaan 
pembangunan tingkat yang lebih tinggi (kabupaten/kota). Rencana hasil 
perencanaan bawah-atas ini diselaraskan melalui kegiatan musyawarah. 
- pendekatan top-down, 
Perencanaan dari atas ke bawah, merupakan perencanaan yang diawali 
dengan penyampaian rencana atau program dari pemerintah di tingkat 
lebih tinggi untuk dioperasionalisasikan pada wilayah  administratif  yang 
lebih kecil. Rencana hasil proses atas-bawah ini juga diselaraskan 
melalui kegiatan musyawarah. 
 
IV. 3.1   Penyusunan rencana 
           Penyusunan rencana dalam perencanaan pembangunan kesehatan 
dilakukan melalui  : 
 Melaksanakan musyawarah pembangunan  
 Penyusunan rancangan akhir perencanaan  
 Perencanaan pembangunan kesehatan merupakan salah satu fungsi 
pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan yang secara terpadu. 
Adapun susunan perencanaan pembangunan kesehatan daerah, berdasarkan 
keterangan Kepala Kasubag Bappeda Kab. Enrekang, Bapak Abdul Asis, 
mengatakan bahwa proses perencanaan pembangunan kesehatan meliputi  : 
1. Musrenbang Desa/Kelurahan 
2. Musrenbang Kecamatan 
3. Forum SKPD 
4. Musrenbang Kabupaten 
(wawancara tanggal 11 Juli 2011) 
 Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu langkah 
strategis yang disusun oleh pemerintah daerah yang melibatkan sektor swasta 
 maupun kelompok masyarakat dalam merencanakan dan mengelola program 
pembangunan daerah, guna pelaksanaan pembangunan daerah dapat tercapai 
sesuai dengan visi dan misi yang telah direncanakan. 
 Dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, salah satu 
indikator yang mempengaruhi berhasil tidaknya visi dan misi  dalam 
pembangunan daerah adalah bagaimana partisipasi masyarakat yang berperan 
langsung dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sebab tanpa keterlibatan 
langsung pihak masyarakat dan sektor swasta yang membantu pemerintah 
dalam menyusun dan melakukan perencanaan pembangunan daerah, maka 
segala visi dan misi yang ditetapkan dalam pembangunan tidak akan tercapai 
sesuai dengan yang direncanakan. 
 Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanan pembangunan 
daerah maka perlu dilakukan mekanisme penyusunan perencanaan 
pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk merumuskan dan 
melembagakan program atau kegiatan pembangunan yang efektif dan efisian, 
signifikan dan tepat sasaran, tepat lokasi, dan tepat maktu, dan selain itu 
membangun kepercayaan dan mengakselerasikan keterpaduan aspirasi 
masyarakat dalam perumusan dan penentuan program dari kegiatan 
pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma budaya, etika dan 
moral serta sesuai dengan visi dan misi pembangunan. 
Dalam proses perencanaan pembangunan haruslah dimulai dengan 
upaya menjadikan masyarakat akar rumput sebagai pihak yang haruslah mulai 
mengartikulasi kebutuhan mereka dengan segala prioritas yang ditentukan 
sendiri, dalam wujud peran dan fungsinya turut serta menyampaikan pendapat, 
mengidentifikasi dan menentukan alternatif pemecahan masalah-masalah 
 pembangunan, termasuk di dalamnya membangun bentuk-bentuk organisasi 
kemasyarakatan untuk lebih mengespresikan kepentingan dan aspirasi 
komunitasnya, sehingga apa yang terjadi rencana pemerintah akan berhasil 
secara efektif, dalam arti mencapai tujuan yang direncanakan serta mendorong 
mereka untuk membarikaan konstribusi dan berbagai tanggung jawab untuk 
mencapai tujuan itu. 
Upaya untuk mewujudkan mekanisme perancanaan dari bawah ke atas 
(bottom up) dan dari atas ke bawah (top down) serta untuk lebih komperhansif 
dan terpadu sehingga dapat tercapai titik temu antara aspirasi  dan kebutuhan 
daerah yang mendesak dengan kebijaksanaan dan strategi pembangunan 
nasional. 
Perencanaan pembangunan kesehatan dimulai dari tingkat desa, yang 
biasanya dihadiri oleh mereka yang ditunjuk oleh peraturan perundang-
undangan, ataupun sesuai dengan kebijakan dari kabupaten, namun seringkali 
dalam prakteknya hanya menjadi semacam lips servis belaka, karena kegunaan 
dari musrenbang ini masih perlu dipertanyakan.  
Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Tim Penyelenggaraan 
Musrenbang desa/kelurahan yang telah dibentuk atau ditetapkan sebelumnya 
oleh kepala desa/lurah, dan pesertanya terdiri dari komponen masyarakat 
(individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti: ketua RT/RW, 
kepala dusun/lingkungan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua 
adat, organisasi masyarakat, komite sekolah, kelompok tani/nelayan dan lain-
lain. Wakil-wakil dari peserta tersebut yang memaparkan masalah utama yang 
dihadapi serta merumuskannya untuk dijadikan sebagai prioritas rencana 
kegiatan pembangunan di desa/kelurahan bersangkutan. 
 Dalam musrenbang tersebut, kepala desa/lurah serta ketua dan anggota 
BPD bertindak sebatas selaku narasumber yang menjelaskan tentang prioritas 
program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan desa/kelurahan. 
Mengenai proses musrenbang yang dilaksanakan di desa/lurah ketika 
wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan di Enrekang dia 
mengatakan : 
“Proses musrenbang di desa/lurah dilaksanakan dengan melalui rapat 
untuk menampung usulan-usulan dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat, 
apa-apa saja yang perlu untuk dilakukan perbaikan dan pembangunan di 
desa/lingkungan masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang paling 
mendesak.”  ( wawancara dengan Pak HS,  25 Juli 2011) 
  
Demikian pula yang dikatakan oleh Lurah Juppandang, dia berkata bahwa : 
“Perencanaan pembangunan ditampung dari usulan-usulan warga yang 
hadir dalam musrenbang tingkat desa/kelurahan, dimana usulan-usulan 
inilah yang akan diteruskan pada musrenbang tingkat kecamatan yang 
kemudian akan dipilih berdasarkan prioritas oleh pemerintah dalam hal ini 
BAPPEDA serta SKPD terkait.”  ( wawancara 27 Juli 2011) 
 
Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam proses 
perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah penting untuk 
menampung aspirasi masyarakat melalui berbagai forum pemangku kepentingan 
yang ada di setiap daerah. Perencanaan dilihat sebagai proses terstruktur yang 
bertahap dan bertingkat. Perencanaan pembangunan oleh lembaga teknis 
didasarkan kepada analisa potensi dan kebutuhan daerah, integrasi rencana 
spasial, dan rencana pembangunan di tingkat nasional. Aspek tersebut 
dipadukan dengan alur perencanaan partisipatif untuk menggali aspirasi dan 
kebutuhan masyarakat setempat. Hasil pemaduan dua perspektif, yaitu dari 
masyarakat sipil dan lembaga pemerintahan kemudian menjadi dasar pada 
penyusunan dokumen  perencanaan yang dapat diterima semua pihak. 
 Mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa 
/kelurahan diawali dengan tahap persiapan berupa rembug/musyawarah di 
tingkat dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti misalnya 
kelompok masyarakat) yang merupakan stakeholders di wilayah dusun/RW 
tersebut, membahas mengenai masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat 
setempat yang merupakan rencana kebutuhan pembangunan hasil rembug 
kelompok-kelompok masyarakat dimaksud, selanjutnya diajukan dan dijadikan 
sebagai salah satu bahan masukan (input) dalam kegiatan Musyawarah 
Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbang desa/kelurahan). 
Lebih lanjut mengenai musrenbang Kelurahan yang ada di daerah 
disampaikan oleh Lurah Juppandang yang menyatakan bahwa : 
 “Peserta-peserta musrenbang biasanya kami mengundang RT/RW dan 
kepala lingkungan yang ada di Kelurahan Juppandang , Tokoh Agama, 
Pemuda, Majelis Ta’lim, PKK, Tokoh pendidik, ini dimaksudkan agar 
setiap unsur-unsur mmasyarakat dapat memberikan masukan-
masukannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing” 
(Hasil wawancara pada tanggal 27  juli 2011) 
Hal inipun dibenarkan oleh salah tokoh masyarakat selaku RT 1 yang 
menyatakan bahwa : 
“Kemarin saya diundang untuk menghadiri musrenbang, yah hanya 
sebatas duduk, menghadiri, mengusulkan karena daftar rencana kerja 
pembangunan hanya tinggal diserahkan tidak banyak hal-hal yang 
dilaksanakan” 
(Hasil wawancara pada tanggal 31  juli 2011) 
Senada dengan pernyataan salah satu tokoh masyarakat yang 
menyatakan bahwa “ 
“Pada musrenbang kali ini saya tidak hadir karena tidak adanya 
undangan, dan biasanya pun pada musrenbang-musrenbang sebelumnya 
saya merasa kurang jelas tentang masalah penunjukan pengurus, kurang 
jelasnya mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan, kurang 
jelasya alokasi dana, itulah yang menyebabkan ketika saya tidak hadir 
tidak menjadi sebuah bentuk penyesalan karena tidak terlalu berpengaruh 
besar pada peningkatan pembangunan fisik di wilayah saya” 
 (Hasil wawancara pada tanggal 3 Agustus 2011) 
Hal serupa juga dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat selaku 
Kepala lingkungan yang menyatakan bahwa : 
“Biasanya rencana kerja pembangunan langsung diberikan kepada tim 
penyelenggara, toh tidak ada juga yang berubah, jadi sama saja, 
masukan kita hanya sebatas ditampung, nanti yang menentukan 
pemerintah yang memegang kuasa, kita hanya memberikan masukan, 
itupun masukan yang bertahun-tahun lamanya, jadi tidak terlalu menjadi 
persoalan ketika kami yang seharusnya hadir, tidak sempat hadir, yah 
begitulah hanya sebatas melaksanakan tugas tahunan.” 
(Hasil wawancara pada tanggal 3 Agustus 2011) 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 
partisipasi masyarakat dalam menghadiri musyawarah perencanaan 
pembangunan tingkat kelurahan tidak begitu antusias walaupun dari pemerintah 
sendiri sebagai pelaksana musrenbang sudah membuka ruang seluas-luasnya 
bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangnunan, hal ini 
dimungkinkan karena masyarakat mempercayakan semua hasil-hasil 
musrenbang pada pemerintah, mereka menganggap bahwa pelaksanaan 
musrenbang sekedar menjalankan peraturan pemerintah saja, dan sekedar 
menjalankan program tahunan, karena usulan-usulan masyarakat yang berupa 
rencana kerja pembangunan merupakan usulan yang setiap tahunnya selalu 
berulang-ulang. Hal ini pun disebabkan oleh Sikap apatisme masyarakat untuk 
berpartisipasi, yang dibuktikan dengan malasnya tokoh-tokoh masyarakat untuk 
menghadiri undangan dari setiap tahapan perencanaan pembangunan di tingkat 
kelurahan karena banyak hasil-hasil perencanaan pembangunan yang dalam 
implementasi tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Serta 
kurangnya pemahaman terhadap mekanisme musyawarah p
 pembangunan yang disebabkan karena masih kurangnya pemberdayaan 
masyarakat terhadap proses pembangunnan daerah. 
Keluaran yang dihasilkan Musrenbangen desa/kelurahan adalah : 
1) Dokumen rencana kerja pembangunan desa/kelurahan yang berisi : 
a. Prioritas rencana kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang 
dinilai oleh alokasi dana desa dan atau swadaya. 
b. Prioritas rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui 
dinas/instansi tingkat kabupaten atau Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) untuk selanjutnya dibahas dalam forum musrenbang kecamatan. 
2) Daftar nama delegasi desa yang telah dirumuskan oleh peserta musrenbang 
desa/kelurahan, untuk mengikuti musrenbang kecamatan. 
 Tidak jauh berbeda dengan musrenbang desa/kelurahan, berdasarkan 
mekanisme yang telah ditetapkan maka agenda pertama pada tahap 
pelaksanaan musrenbang kecamatan adalah pemaparan camat atas prioritas 
masalah kecamatan, seperti, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan 
pengangguran, pemaparan mengenai rancangan rencana kerja SKPD di tingkat 
Kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran flapon dana oleh 
Kepala-Kepala cabang SKPD dari Kab/Kota, pemaparan masalah dan prioritas 
kegiatan dari masing-masing kelurahan menurut fungsi/SKPD oleh tim 
penyelengaraan musrenbang kecamatan. Begitulah seterusnya proses 
musrenbang mulai dari tingkat desa sampai kabupaten tidak banyak berbeda. 
 
Berikut wawancara dengan salah satu staf kelurahan mengenai musrenbang 
kecamatan : 
  
 “Pada tahap ini kami selaku pemerintah atau pelaksana membuka ruang 
seluas-luasnya bagi penampungan-penampungan aspirasi masyarakat, 
jadi masyararakat mempunyai kesempatan memaparkan masalah utama 
yang ada di daerah masing-masing, baik permasalahan yang menyangkut 
pembanguan fisik maupun pemberdayaan masyarakat, permasalahan 
yang diselesaikan kelurahan, maupun permasalahan yang menjadi 
tanggung jawab SKPD, dan nantinya akan kami tampung dan akan di 
bahas pada Musrenbang Tingkat Kecamatan, intinya kami membuka 
ruang untuk penyampaian aspirasi.” 
(Hasi wawancara pada tanggal  31 juli 2011)  
Hal senadapun diungkapkan oleh Lurah Juppandang yang menyatakan 
bahwa : 
“Masyarakat adalah kelompok yang paling mengetahui masalah-masalah 
yang paling prioritas, jadi dalam mekanisme musrenbang ini masyarakat 
di berikan  kesempatan untuk menyampaikan unek-unek masalah 
pembangunan agar dapat terakomodasi oleh pemerintah, karena 
merekalah yang nantinya akan merasakan perubahan itu sendiri, yah 
saya melihat masyarakat cukup aktif dalam perumusan atau penetapan 
prioritas rencana kegiatan, yang nantinya akan diteruskan pada 
musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan.” 
(Hasil wawancara pada tanggal 27 juli 2011) 
Adapun pendapat dari tokoh masyarakat sebagai stakeholder yaitu 
kepala lingkungan, yang menyatakan bahwa : 
“Pada tahap ini memang kami selaku tokoh masyarakat diberikan ruang 
diskusi, akan tetapi saya kira pada forum ini tidak terlalu efektif hal ini 
dikarenakan, apa yang kami telah usulkan sudah berupa rencana kerja, 
dan prakiraan dananyapun sudah dilampirkan, tinggal menentukan yang 
paling prioritas saja, akan tetapi menurut saya apa yang telah kami 
usulkan sebenarnya penting semua, tapi pada kenyataannya setiap tahun 
tidak pernah terealisir, seperti masalah drainase, yang mengakibatkan 
tiap tahunnya kami langganan banjir, jadi kalau kita mengikuti makanisme 
yang telah diatur saya rasa hanya formalitas belaka saja, memang 
pemerintah menampung usulan kami, sangat bagus mekanismenya tapi 
kalau hanya di tampung kan ini menjadi permasalahan yang sangat 
besar.” (Hasil wawancara pada tanggal 3 Agustus 2011) 
 
Selain itu ditambahkan oleh salah satu stakeholder sebagai RT 1, yang 
menyatakan bahwa “ 
“Sebenarnya proses mekanisme musrenbang sudah sangat demokratis 
yaitu melibatkan masyarakat, cuma yang jadi masalah masyarakat 
cenderung malas ketika terjadi proses perdebatan atau penentuan 
prioritas karena hasilnya sama saja, toh juga yang menjadi prioritas atau 
 masalah utama adalah usulan program yang tidak sempat terealisir jadi 
itu saja yang dtetapkan, makanya proses musrenbang satu hari saja 
karena tidak ada perdebatan panjang, hanya menjalani acara, yang jelas 
program kerja tahunannya masuk.” (Hasil wawancara pada tanggal  31 
Juli 2011) 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan dari 
partisipasi masyarakat dalam penetapan prioritas rencana kegiatan bahwa sistem 
yang mengatur partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 
menunjukan model bottom-up dimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan 
yang dilakukan pada dasarnya telah sesuai sebagaimana diisyaratkan dalam 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem 
perencanaan pembangunan nasional, akan tetapi dalam pelaksanaannya mulai 
dari  musrenbang desa sampai pada musrenbang kabupaten terdapat berbagai 
masalah secara tersirat dimana tokoh-tokoh masyarakat saat diundang dalam 
pertemuan untuk kepentingan tersebut ada yang tidak menghadiri, karena 
perasaan pesimis kepada pemerintah atas pelaksanaan usulan-usulan 
masyarakat, serta kurangnya keaktifan masyarakat pada saat musrenbang 
karena masukan-masukan yang akan di prioritaskan selalu berulang-ulang setiap 
tahunnya. Maka keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses 
perencanaan pembangunan adalah merupakan salah satu wujud dan kunci 
keberhasilan dari setiap upaya pembangunan. Oleh karena itu pendekatan untuk 
meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan dapat 
memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif pembangunan yang bersumber dari 
masyarakat itu sendiri perlu untuk dikembangkan dan dibina secara terus 
menerus dengan upaya yang sungguh-sungguh.  
 
 
 Adapun wawancara penulis dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas 
Kesehatan Kab. Enrekang : 
“Untuk proses penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan 
mengikuti alur proses perencanaan pembangunan di daerah yaitu mulai 
dari musrenbang desa, kecamatan, sampai ke kabupaten dimana desa 
dan kecamatan akan memasukkan usulan perencanaan ke Dinas 
Kesehatan untuk dimasukkan dalam usulan perencanaan Dinas 
Kesehatan tahun anggaran berikutnya dan mengacu pada rencana 
Strategis Dinas Kesehatan”  
 ( wawancara dengan A.N tanggal 15 juli 2011) 
 
Hal serupa juga dikatakan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten 
Enrekang yang mengatakan bahwa : 
“Proses penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan yaitu melalui 
hasil musyawarah masyarakat dalam musrenbang desa, kecamatan, dan 
kabupaten. Dimana hasil usulan tersebut yang akan di olah oleh dinas 
Kesehatan. “ ( wawancara tanggal 16 juli 2011)  
 
 
Dalam  wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa proses perencanaan 
pembangunan kesehatan daerah melibatkan banyak  pihak  dan berperan dalam 
proses penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan tersebut, dan 
masing-masing  berperan penting sesuai dengan wawancara dengan Kabag 
perencanaan dinas Kesehatan yaitu : 
“Berbicara mengenai pihak yang berperan dalam proses penyusunan 
perencanaan, semua pihak  yang terlibat disektor kesehatan berperan 
dalam proses penyusunan perencanaan, kenapa demikian karena usulan 
perencanaan tidak asal membuat usulan saja, namun harus melibatkan 
semua pihak mulai dari desa  sampai kabupaten baik dari bidang, 
organisasi profesi atau bahkan sektor lain yang mengusulkan kegiatan 
untuk pengembangan desa, karena kesehatan bukan hanya milik orang 
dinas kesehatan tapi milik semua orang.” 
( wawancara tanggal 16 juli 2011) 
 
 
 Mengenai peran atau keterlibatan pihak yang berkaitan dalam proses 
penyusunan perencanaan pembangunan beliau juga mengatakan : 
“Untuk peran serta pihak-pihak yang berkaitan dalam proses penyusunan 
perencanaan pembangunan kesehatan, cukup berkontribusi dengan baik, 
intinya adalah bagaimana Dinas Kesehatan dalam hal ini bagian 
perencanaan dapat secara proaktif berkoordinasi dengan Bappeda 
sebagai leeding sector perencanaan pembangunan daerah, dengan 
program/bidang, puskesmas dan sektor terkait dalam proses penyusunan 
perencanaan sehingga usulan yang masuk betul-betul berdasarkan 
kebutuhan dan masalah yang ada untuk pelaksanaan pembangunan di 
sektor kesehatan.” ( wawancara tanggal 16 juli 2011) 
   
Selanjutnya ketika ditanyakan tentang pendapat pihak-pihak yang terlibat dalam 
perencanaan pembangunan kesehatan, dia mengatakan bahwa : 
 
“Sejauh ini kami belum pernah bertanya ataupun meminta bagaimana 
pendapat pihak terkait tentang perencanaan pembangunan kesehatan. 
Dan sedapat mungkin yang berpendapat tidak diminta namun mereka 
yang memang butuh suatu proses perencanaan untuk pelaksanaan 
kegiatan sehingga menghasilkan sesuatu yang betul-betul berdasarkan 
masalah prioritas dan masukan-masukan dari semua pihak. Sehingga 
yang mungkin perlu dimintai pendapat adalah orang yang tidak terlibat 
langsung dengan proses perencanaan.” 
 
Untuk masyarakat, yang terlibat dalam proses perencanaan mereka 
cukup mengetahui bagaimana pentingnya kesehatan dan apa yang 
mereka akan lakukan atau usulkan untuk pembangunan kesehatan dan 
bagaimana pentingnya suatu perencanaan untuk mencapai derajat 
kesehatan yang optimal, namun untuk aparatur baik dilingkup dinas 
kesehatan maupun sektor lain mereka bukan dimintai pendapat namun 
harus mengetahui pentingnya proses perencanaan untuk pelaksanaan 
pembangunan kesehatan didaerah, sehingga tanpa dimintai pendapat 
tentang pentingnya perencanaan mereka pasti mengetahui bagaimana 
pentingnya suatu perencanaan dalam melakukan segala sesuatu bukan 
saja di sektor kesehatan namun disektor lain juga demikian. 
( wawancara tanggal 16 juli 2011) 
 
 
 
 
 Hal itu juga dibenarkan oleh Bapak Asis Kepala Kasubag Bappeda Kab. 
Enrekang, dia mengatakan bahwa : 
“Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan 
semua pihak terlibat dalam penyusunan perencanaan kesehatan oleh 
karena kesehatan bukan hanya diurusi oleh Dinas Kesehatan tetapi 
semua pihak baik itu pegawai dinas kesehatan, dinas peternakan, dinas 
pertanian, dinas sosial, dinas kebersihan, dinas pendidikan,  BKKBN, dan 
semua pihak yang berhubungan dengan masalah-masalah kesehatan.” 
( wawancara tanggal 11 Juli 2011) 
 
Dalam perencanaan pembangunan kesehatan diperlukan fungsi atau 
peran yang nyata berbagai pihak dalam proses penyusunan perencanaan 
pembangunan oleh karena sangat menentukan output yang akan dihasilkan 
dalam proses tersebut. Berkaitan dengan wewenang atau kekuasaan yang 
dimiliki oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan perencanaan 
pembangunan kesehatan, berikut wawancara dengan Kasubag Perencanaan 
Dinas Kesehatan Kab. Enrekang : 
“Wewenang yang dimiliki oleh pihak terkait, sangat menentukan untuk 
penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan, karena tanpa 
masukan dan usulan dari semua pihak yang terkait otomatis perencanaan 
pembangunan kesehatan tidak dapat menggambarkan pembangunan 
kesehatan secara paripurna sehingga koordinasi dengan semua pihak 
secara proaktif harus dilakukan khususnya oleh bagian perencanaan 
dalam meminta masukan-masukan dari pihak terkait untuk keberhasilan 
pelaksanaan pembangunankesehatan. Dan perlu di ingat bahwa 
kesehatan itu bukan milik orang kesehatan namun milik semua orang 
sehingga kontribusi dari semua pihak sangat diharapkan untuk mencapai 
derajat kesehatan optimal untuk semua masyarakat Kabupaten 
Enrekang.” 
 
Hal itu dibenarkan pula oleh Kepala Puskesmas Maiwa, yang mengatakan 
bahwa :   
“Perencanaan pembangunan kesehatan disusun berdasarkan usulan – 
usulan dari segenap pihak yang terlibat dalam proses penyusunan 
perencanaan pembangunan, oleh karena itu wewenang dan kekuasaan 
 yang dimiliki oleh segenap pihak sangat menentukan dalam hal masukan 
dan usul dari pihak-pihak tersebut.” ( wawancara tanggal 28 Juli 2011) 
 
Begitu pula dengan hubungan koordinasi dari pihak-pihak yang terkait dalam 
proses penyusunan perencanaan pembagunan kesehatan di Kab. Enrekang : 
“Koordinasi dengan semua pihak terkait dalam proses penyusunan 
perencanaan pembangunan kesehatan sangat baik, baik oleh BAPPEDA 
sebagai leading sector perencanaan pembangunan di daerah, 
bidang/program, puskesmas, bahkan pustu dan poskedes dan sektor 
terkait lainnya mulai dari pengambilan data sampai pada penyusunan 
perencanaan.  
( wawancara dengan sekretaris Dinas kesehatan Kab. Enrekang tanggal 15 Juli 2011) 
 
 
Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa wewenang, kekuasaan, 
dan koordinasi dalam perencanaan pembangunan sangat menentukan terhadap 
pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan di daerah, 
apalagi dalam tahap pelaksanaan  pembangunan kesehatan di Kab. Enrekang. 
 
IV. 3.2 Penyusunan Program  Rencana  
 
Pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam menanggulangi masalah 
kesehatan di Enrekang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sebagai leading sektor 
bidang kesehatan, salah satu diantaranya adalah dengan adanya Peraturan 
Daerah No. 2 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten (SKK) 
diharapkan akan membantu peningkatan pelaksanaan pembangunan kesehatan 
dengan berbagai masalah kesehatan yang ada  di kabupaten Enrekang.  
Bukan hanya Peraturan daerah (SKK) yang dimiliki, pemerintah 
kabupaten Enrekang juga telah memiliki Master Plan Kesehatan Kabupaten 
Enrekang 2011-2015 oleh karena didasari dengan semakin berkembangnya 
masalah kesehatan, serta masih kurangnya kerjasama lintas sektor dalam 
 pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan, dimana ada lima 
target/tujuan yang menyangkut sektor kesehatan yaitu : Memberantas 
kemiskinan dan kelaparan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan 
kesehatan ibu, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular 
lainnya, menjamin kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian sangat 
diperlukan suatu perencanaan induk disektor  kesehatan yang dapat dijadikan 
acuan bagi sektor kesehatan dan sektor lainnya untuk melaksanakan 
pembangunan kesehatan secara paripurna. 
Mengenai Perda tentang Sistem Kesehatan Kabupaten dan Master Plan 
Kesehatan Sekretaris BAPPEDA mengatakan bahwa : 
“Dengan adanya dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi induk 
perencanaan pembangunan di bidang kesehatan diharapkan semua 
pihak, bukan hanya pada dinas kesehatan tetapi semua satuan kerja 
perangkat daerah di kab. Enrekang yang melaksanakan kegiatan di 
bidang kesehatan untuk dapat mengembangkan dan menyukseskan 
pembangunan kesehatan di daerah dengan menekankan pada 
pencapaian target standar pelayanan minimal bidang kesehatan, target 
RPJMD tahun 2010-2014 untuk dapat mencapai derajat kesehatan 
masyarakat setinggi-tingginya di kabupaten Enrekang. 
(wawancara tanggal 10 Juli 2011) 
 
Senada dengan pernyataan Sekretaris BAPPEDA, Sekretaris Dinas 
Kesehatan mengatakan bahwa : 
“Kabupaten Enrekang telah mempunyai dokumen perencanaan yang 
diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor 
kesehatan, bukan hanya Dinas Kesehatan, puskesmas atau rumah sakit, 
tetapi semua Satuan kerja perangkat daerah yang memiliki hubungan 
dalam hal kesehatan diharapkan untuk mengacu pada Master Plan 
Kesehatan Kab. Enrekang 2011.”  ( wawancara tanggal 15 juli 2011) 
 
Pernyataan di atas di benarkan pula oleh kasubag perencanaan Dinas 
Kesehatan yang mengatakan bahwa : 
“Dinas kesehatan mempunyai master Plan Kesehatan yang melibatkan 
semua sektor terkait ( Dinas Pendidikan, Peternakan, Pertanian, BKKBN 
 dll.) untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di sektor 
kesehatan di kabupaten Enrekang.”  ( wawancara tanggal 16 juli 2011)  
 
Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam perencanaan 
pembangunan di Kabupaten enrekang telah mengikuti tahapan proses 
perencanaan pembangunan yaitu penyusunan program rencana yang terjadi di 
kabupaten Enrekang. Hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya dokumen-
dokumen perencanaan yang telah disusun dan dibuat oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Enrekang. 
IV. 3.3  Pelaksanaan rencana 
Keberhasilan pembangunan di bidang  kesehatan tercermin pada  kondisi  
derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Secara nasional tujuan 
pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk pencapaian Indonesia sehat 
tahun   2010. Dengan tujuan ini,  maka   pemerintah  beserta   masyarakat   telah 
berupaya meningkatkan derajat kesehatan melalui berbagai  macam program  
dan   kegiatan pengembangan sarana dan prasarana   kesehatan. Pada   intinya, 
pemerintah  berusaha   mendekatkan pelayanan kesehatan kepada   masyarakat  
untuk mencapai tujuan pembangunan bidang kesehatan. 
Pembangunan bidang kesehatan menjadi tujuan yang  strategis,  karena 
masyarakat yang sehat merupakan salah satu indikator kesejahteraan  
masyarakat  dan  menjadi bagian   integral  dari  pembangunan sumber daya 
manusia. Dalam mengukur tingkat   kesejahteraan   masyarakat   terkait   dengan 
derajat kesehatan masyarakat dapat didekati dari berbagai pendekatan. Salah  
satu   indikator   nyata   yang   secara   langsung    dapat   dilihat  adalah   ukuran 
kesehatan jasmani.  
 Tingkat kesehatan masyarakat yang   baik   tentunya   akan   memberikan  
peluang hidup lebih lama, sehingga angka harapan hidup menjadi salah satu 
indikator keberhasilan  pembangunan bidang kesehatan. Berdasarkan data  
pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2005, angka harapan hidup di  
Kabupaten Enrekang sebesar 72,7 tahun. Hal  ini  diinterpretasikan  bahwa umur   
rata-rata penduduk Kabupaten Enrekang dihitung sejak lahir  hingga meninggal 
mencapai usia 72,7 tahun (bandingkan dengan AHH 2010 sebesar 85,0). Angka 
ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan penduduk Kabupaten Enrekang   
relatif baik, yaitu di atas rata-rata angka harapan hidup Propinsi Sulawesi Selatan 
sebesar 68,7 tahun. Kondisi ini diperkuat dengan penurunan pada angka 
kematian bayi. Pada tahun 2005 angka kematian bayi di Kabupaten Enrekang 
sebesar 26, menurun dibandingkan dengan kondisi  tahun 2003 sebesar 29. Hal 
ini menunjukkan   bahwa   pada   tahun   2005, dari  1000   bayi   yang dilahirkan 
terdapat 2 bayi yang meninggal. Pada tingkat  propinsi Sulawesi Selatan rata-
rata angka kematian bayi mencapai 44, yang berarti terdapat 44 bayi meninggal 
pada setiap 1000 kelahiran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat 
kesehatan masyarakat di Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan.  
         Beberapa faktor yang diidentifikasi mempengaruhi peningkatan angka 
harapan hidup masyarakat di Kabupaten Enrekang adalah tingginya  kesadaran  
masyarakat tentang pentingnya kesehatan, kemudahan mengakses sarana     
dan prasarana kesehatan, semakin banyaknya tenaga medis yang ditempatkan 
di pedesaan, semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, serta 
peningkatan terhadap pelayanan kesehatan secara terpadu.  
 
 
 Tabel 3 
Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi  Di Kabupaten Enrekang  
Tahun 2003-2005 
TAHUN ANGKA HARAPAN HIDUP 
ANGKA KEMATIAN BAYI 
PER 1000 KELAHIRAN 
 ENREKANG SULSEL ENREKANG SULSEL 
2003 70,3 67,7 29 48 
2004 72,7 68,7 26 44 
2005 72,7 68,7 26 44 
Sumber : BPS Propinsi Sulawesi Selatan, 2005.  
Tabel 4 
Indikator Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun 2005 
Indikator Enrekang Sulsel 
% Penolong Persalinan Pertama oleh tenaga kesehatan           44,00 51,23 
 % Penolong Persalinan Terakhir oleh tenaga kesehatan                 60,50 61,17 
 % Penduduk yang mengalami Keluhan Sakit                              26,17 24,65 
 % Lama Balita disusui < 12 bulan                                     13,05 17,12 
% Balita yang pernah diimunisasi                                     90,16 82,15 
% Jarak penampungan ke air bersih > 12 m                     60,15 41,00 
% Pengguna Air Bersih                                                55,49 77,29 
Angka     Kematian  Bayi  per    1.000  Kelahiran  Hidup            8,50 - 
Angka    Kematian  Balita    per  1.000  Kelahiran    Hidup         6 
 
Angka    Kematian  Ibu    Melahirkan  per 1.000  Kelahiran hidup                 8 
 
Status Gizi 
  
 *BBGM 
*BBLR 
 
2,3%                                                                 
1,4 % 
Sumber : Susenas, 2005 dan  SKPD Kesehatan  2007  
 
     Dari Tabel 3  yang menunjukan Indeks pembangunan manusia dari  sisi  
kesehatan (Indikator Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita per 1.000 
kelahiran hidup cukup baik), hanya saja dari sisi indikator Status Gizi masih 
sangat mengkhawatirkan. Selain itu untuk melihat kondisi derajat  kesehatan 
masyarakat, terdapat beberapa faktor penentu yang meliputi sarana air minum 
bersih, penolong persalinan, jarak penampungan ke air bersih, dan keluhan sakit.  
  (1)    Sarana Air  Minum Bersih  
            Fasilitas air minum bersih merupakan faktor yang sangat menentukan 
karena air minum merupakan kebutuhan konsumsi setiap hari. Kondisi tahun 
2005 menunjukkan bahwa di  Kabupaten Enrekang hanya terdapat 55,49  persen 
rumah tangga yang telah menggunakan air bersih (air dalam kemasan, leding,    
pompa, sumur terlindung ),bandingkan dengan kondisi Propinsi Sulawesi Selatan 
yang telah mencapai 77,29 persen. Ini  menunjukan bahwa kondisi di  Kabupaten      
Enrekang masih tertinggal. Karena itu  diperlukan  upaya-upaya  strategis   untuk   
meningkatkan akses   penduduk terhadap sarana  air minum bersih.  
  (2)     Jarak  Penampungan  Air  Bersih  
           Rumah tangga yang memiliki jamban tangki septik mempunyai derajat 
kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak 
mempunyai tangki  septik. Hal  ini disebabkan rumah tangga   yang   memiliki 
jamban dengan tangki    septik/leher    angsa    meiliki    peluang     lebih   kecil  
 terkontaminasi air minumnya. Persentase rumah tangga di Kabupaten   
Enrekang yang memilki jamban dengan leher angsa baru mencapai 48,30  
persen lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata propinsi sebesar 44,11  
persen. Disamping itu,  jarak antara  jamban dengan sumber air  minum  menurut 
standar kesehatan seharusnya lebih dari 12 m. Kondisi pada tahun 2005   
menunjukkan, di Kabupaten Enrekan persentase rumah   tangga   yang   memilki 
jarak tempat penampungan lebih dari 12 meter sebesar 60,15 persen,   lebih baik 
dari kondisi rata-rata propinsi sebesar 41 persen.  
  (3)    Penolong Persalinan/ Tenaga Kesehatan 
           Penolong kelahiran yang terdidik/ahli (tenaga medis) akan memberikan   
peluang keselamatan yang lebih tinggi pada ibu dan bayinya dibandingkan       
dengan persalinan yang ditolong oleh selain tenaga medis. Pada kenyataannya, 
tidak semua persalinan dapat ditolong oleh tenaga medis. Salah satu faktor   
dominan yang dapat menghalangi persalinan dengan bantuan tenaga medis 
adalah kondisi geografis, sehingga terdapat  kecenderungan   masyarakat  masih   
menggunakan jasa di luar tenaga medis untuk melakukan persalinan pertama 
kepada tenaga non medis. Kepercayaan masyarakat terhadap  penanganan oleh   
tenaga medis masih tetap tinggi, ditandai dengan penolong persalinan terakhir 
oleh tenaga medis. Berkaitan dengan hal ini, maka perlu upaya – upaya  
pemahaman dan kemampuan tentang penanganan persalinan yang sehat    
secara   terpadu  kepada masyarakat dan dukun kampung.  
 
 Rasio Tenaga Dokter 
Kalau dilihat perkembangan tenaga dokter di kabupaten Enrekang setiap 
tahun meningkat dari tahun ke tahun meskipun peningkatannya tidak banyak. 
 Kalau dirata-ratakan dengan melihat perbandingan dokter  yang ada maka dapat 
diberikan gambaran bahwa pada tahun 2004 ratio dokter spesialis terhadap 
penduduk sebesar 2/00000 penduduk ( 4 dokter spesialis ). Demikian halnya 
pada tahun 2005 belum ada peningkatan jumlah dokter. Pada tahun  2006, 
jumlah dokter spesialis berjumlah 4 orang dimana terjadi pergantian dokter 
spesialis. Pada tahun 2007, jumalah dokter spesialis sebanyak 5 orang dengan 
ratio terhadap jumlah penduduk sebesar 2,7/00000 penduduk,naik disbanding tio 
tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan tahun 2008,jumlah dokter spesialis 
sebanyak 6 orang  dengan ratio terhadap penduduk sebesar 2,8/00000 
penduduk, naik dibanding tahun sebelumnya.Untuk tahun 2009 jumlah dokter 
spesialis  turun lagi menjadi 5 orang dengan ratio 2,3/00000 penduduk. Seiring 
dengan pertambahan jumlah penduduk pada tahun 2010 ini jumlah dokter 
spesialis  sebanyak 6 orang ( laki-laki 4 orang dan 2 orang perempuan) antara 
lain : dokter spesialis kandungan, dokter kulit, ahli penyakit dalam, ahli bedah, 
mata dan anak. Sementara untuk dokter umum sebanyak 4 orang yang bertugas 
di rumah sakit dan 18 yang bertugas di puskesmas,untuk dokter gigi sebanyak 1 
orang bertugas di rumah sakit dan 6 orang yang bertugas di puskesmas. Melihat 
kondisi yang ada sekarang khususnya tenaga medis, sangat perlu mendapat 
perhatian karena masih terbatasnya tenaga medis yang bertugas di kabupaten 
Enrekang, terutama di puskesmas, dimana setiap puskesmas mempunyai dokter 
puskesmas bukan kepala puskesmas, demikian halnya dengan dokter gigi,masih 
sangat terbatas dimana masih ada kurang lebih 7 puskesmas yang belum 
mempunyai dokter gigi. Untuk dokter umum pada tahun 2004 sebesar 11/00000 
penduduk dan meningkat lagi pada tahun 2005 sebesar 12/00000 penduduk, 
tahun 2006 turun sedikit menjadi 11,5/00000 penduduk  dan tahun 2007 
 meningkat menjadi 13,05/00000 penduduk. Sementara pada tahun 2008 , jumlah 
dokter umum sebanyak 26 orang diantaranya ada19 orang yang tersebar di 
puskesmas dan 7 orang di rumah sakit diantaranya 3 orang yang magang, atau 
sebesar 12,2/00000penduduk. Dan tahun 2009 jumlah dokter umum sebbanyak 
25 orang, diantaranya 16 di puskesmas dan 9 di rumah sakit atau sekitar 
11,59/00000 penduduk, turun disbanding tahun sebelumnya karena penduduk 
yang dilayani semakin meningkat. Tahun 2010 jumlah dokter sebanyak 28 orang 
12,9/00000 penduduk, naik dari tahun sebelumnya. Sementara dokter gigi  pada 
tahun 2005 sebesar 5/00000 penduduk, pada tahun 2006 ratio dokter gigi 
terhadap penduduk naik menjadi 6,6/00000penduduk.Sementara untuk tahun 
2007 dokter gigi turun sedikit menjadi 6/00000 penduduk. Untuk tahun 2008 ratio 
dokter gigi terhadap penduduk turun menjadi 4,2/00000 penduduk, diantaranya 7 
orang bertugas dipuskesmas dan 2 orang di rumah sakit diantaranya 1 orang 
tenaga magang. Sementara tahun 2009 ini jumlah dokter gigi sebanyak 7 orang 
diantaranya 6 dipuskesmas dan 1 orang dirumah sakit(3,25/00000) Sementara 
tahun 2010 jumlah dokter gigi sebanyak 7 orang sama dengan tahun 
sebelumnya atau sekitar 3,23/00000.  
 Ratio Bidan Desa. 
Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak 
di daerah pedesaan adalah penempatan bidan desa. Melihat semakin 
kompleksnya persoalan kesehatan ibu dan anak, maka pemerintah mengambil 
suatu kebijakan untuk meningkatkan pelayanan KIA secara merata di semua 
daerah/desa. Karena terbatasnya tenaga bidan, maka salah satu langkah yang 
diambil pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut  adalah dengan jalan 
mengangkat bidan sebagai pegawai tidak tetap (PTT) pada tahun 1993/1994 
 yang diperuntukkan bagi bidan desa. Jumlah bidan di wilayah puskesmas jauh 
lebih tinggi dibandingkan dengan RSUD dan Dinas kesehatan. Hal ini karena 
tenaga bidan menyebar di 13 wilayah puskesmas, baik di puskesmas sendiri, 
PUSTU, Polindes, Poskesdes. Meskipun demikian apabila dibandingkan dengan 
jumlah desa yang ada di kabupaten enrekang yaitu 129 desa/kelurahan, masih 
hampir seperdua dari jumlah desa yang ada belum mempunyai tenaga bidan. 
 Pada tahun 2005 secara keseluruhan jumlah bidan tetap 78 orang 
dimana ada kenaikan di RSU sebanyak 14 orang, di PKM turun menjadi 61 
orang dan di dinas kesehatan tetap 3 orang. Pada tahun 2006 meningkat 
menjadi 81 orang antara lain 14 orang di RSU, 64 orang di PKM dan 3 orang di 
dinas kesehatan. Tahun 2007 jumlah keseluruhan bidan sebanyak 87 meningkat 
dari tahun sebelumnya, dan tahun 2008 jumlah keseluruhan bidan sebanyak 94 
meningkat dari tahun sebelumnya, dimana untuk rumah sakit sebanyak 15 orang, 
puskesmas 76 orang dan ada 3 orang di dinas kesehatan. Pada tahun 2008 
jumlah bidan yang masih D1 sebanyak 23 orang dan selebihmya 71orang sudah 
mencapai pendidikan D3. Sementara tahun 2009 jumlah bidan meningkat 
menjadi 102, dimana puskesmas sebanyak 88 orang, di rumah sakit sebanyak 
11 orang dan di dinas kesehatan sebanyak 3 orang dan mayoritas D3 
kebidanan(87,25%). Tahun 2010 jumlah bidan meningkat menjadi 119 tenaga 
bidan diantaranya 2 orang bertugas di dinas kesehatan, 7 orang bertugas di 
rumah sakit dan 110 bertugas di puskesmas dan jaringannya. Hal ini karena ada 
program khusus D3 kebidanan yang dibuka di kab. Enrekang. Dengan 
meningkatnya pendidikan bidan ini, diharapkan profesionalisme tenaga bidan 
makin meningkat dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya 
pelayanan ibu dan anak di Kab. Enrekang. 
  
 Ratio perawat 
Untuk tenaga perawat di kab.Enrekang, apabila dibandingkan dengan 
bidan, perawat apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang akan 
diberikan pelayanan, sudah memenuhi ratio normal, perawat terhadap penduduk, 
namun masalah yang ada sekarang persebaran tenaga perawat yang tidak 
merata atau tidak sesuai kebutuhan di pusat-pusat pelayanan, diamana ada 
perawat dalam satu puskesmas sebanyak 5 orang, sehingga meskipun 
jumlahnya cukup banyak namun masih ada desa/kelurahan yang mempunyai 
sarana kesehatan yaitu pustu.polkesdes tidak mempunyai tenaga perawat/bidan. 
Di rumah sakit jumlah perawat cukup banyak sebesar 44 orang (2009), kemudian 
tahun 2010 turun sebanyak 39 orang antara lain S1 perawat 6 orang, D3 
sebanyak 25 orang dan SPK sebanyak 8 orang. Dengan melihat hal tersebut, 
sangat perlu mendapat perhatian dari pihak terkait dalam pemerataan 
penempatan tenaga khususnya perawat. Hal ini dimaksudkan unuk 
meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
 Tenaga Kesehatan di Daerah menurut jenisnya. 
Selain tenaga medis dan tenaga paramedis dilingkup dinas kesehatan 
dan rumah sakit, masih ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang menjadi 
kunci untuk tercapainya pengembangan pembangunan kesehatan di kabupaten 
enrekang. Tenaga-tenaga tersebut adalah tenaga farmasi dari 13 orang pada 
tahun 2005, yang tersebar di rumah sakit sebanyak 8 orang, puskesmas 
sebanyak 1 orang dan dinas kesehatan sebanyak 4 orang yang terdiri dari D3 
sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 2 orang, apoteker sebanyak 2 orang dan asisten 
apoteker sebanyak 2 orang. Sementara tahun 2010 tenaga farmasi berjumlah 30 
 orang naik dari tahun sebelumnya, antara lain yang bertugas di rumah sakit 
sebanyak 10 orang, di puskesmas sebanyak 17 orang, rumah sakit bersalin 1 
orang dan dinas kesehatan sebanyak 2 orang. 
  (4)    Keluhan Sakit  
         Aktifitas dan kegiatan seseorang akan terganggu manakala menderita  
sakit. Semakin banyaknya masyarakat yang mengalami keluhan sakit   
mengindikasikan bahwa  tingkat kesehatan lingkungan sekitar rendah. Pada   
tahun  2005,   angka   kesakitan   Kabupaten  Enrekang   sebesar   26, 17   %  ,   
lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka propinsi  sebesar 24,65 %  . 
Meskipun angka keluhan  sakit  tidak   hanya  disebabkan oleh   lingkungan   
sekitar yangkurang  sehat, tingginya   angka   keluhan  sakit   ini,   membutuhkan 
perhatian pemerintah Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan   kesadaran pola 
hidup sehat dan perbaikan sanitasi lingkungan.  
 (5). Sarana Kesehatan  
Penyediaan sarana kesehatan merupakan kebutuhan pokok dalam upaya 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu perhatian 
utama pembangunan di bidang kesehatan yang bertujuan agar semua lapisan 
masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan. 
1. PUSKESMAS DAN PUSTU 
Situasi sarana kesehatan sebagai sektor pelayanan kesehatan dasar 
terhadap masyarakat dapat dilihat pada tabel ini : 
 
 
 
 
  
              Tabel 5 
Situasi Sarana kesehatan kabupaten Enrekang 2007-2010 
                              
Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun sarana kesehatan 
mengalami peningkatan yang cukup baik, meskipun dari beberapa rasio ada 
yang mengalami penurunan seperti ratio posyandu per puskesmas, ratio POD 
per puskesmas, ratio POD per desa , ratio polindes per puskesmas dan ratio 
polindes per desa. Hal ini disebabkan oleh adanya jumlah penduduk yang 
mengalami kenaikan dan masih terbatasnya sumber daya kesehatan, baik 
tenaga khususnya bidan dan perawat maupun sarana dan prasarana kesehatan 
dibandingkan dengan penduduk yang akan mendapatkan perawatan/pelayanan 
kesehatan . 
 
 
NO SARANA KESEHATAN 
TAHUN 
2007 2008 2009 2010 
1 PUSKESMAS 12 13 13 13 
2 POSKESDES 3 18 26 43 
3 PUSTU 72 71 70 68 
4 PUSKEL 12 13 13 13 
5 POSYANDU 241 263 266 274 
6 POD 23 23 23 23 
7 POLINDES 35 23 13 8 
8 RATIO PKM/KEC 1,1 1.1 1.1 1.1 
9 RATIO PUSTU/PKM 6.1 5.5 5.4 5.0 
10 RASIO POSKESDES 0.23 1.4 2 3.3 
11 RASIO POSYANDU/PKM 20.4 20.2 20.46 21.0 
12 RASIO POSYANDU/DESA 2.0 2.0 2.1 2.1 
13 RATIO PUSTU/1000 PDDK 0.1 0.1 0.3 0.3 
14 RASIO POD/PKM 2.3 1.77 1.77 1.77 
15 RASIO POD/DESA 0.2 0.18 0.18 0.18 
16 RASIO POLINDES/PKM 2.9 1.8 1.0 0.6 
17 RASIO POLINDES/DESA 0.29 0.18 0.10 0.06 
  
2. RUMAH SAKIT 
Kalau dilihat dari keadaan rumah sakit umum enrekang dan menilai dari 
segi perkembanagan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang 
ada, maka rumah sakit umum enrekang secara keseluruhan masih memerlukan 
perbaikan-perbaikan baik tenaga, sarana dan prasarana dan pemberian kualitas 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
Tabel 6 
Situasi Rumah Sakit di Kabupaten Enrekang 
                             2006-2010 
NO SARANA  RUMAH SAKIT 2010 2009 2008 2007 2006 
1 JUMLAH  TEMPAT TIDUR 155 
    
2 BOR 70 69 44,3 77 56,33 
3 LOS 5.6 5 5 5 4 
4 TOI 3 3 4 3 5 
5 GDR 27/000 26/000 33/000 25/000 28.4/000 
6 NDR 7/000 10/000 11/000 15/000 3.8/000 
7 BTO 43 kali 42 kali 16 kali 45 kali 15 kali 
 
Dengan hasil yang dicapai rumah sakit umum enrekang pada tahun 2010 
ini, menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dalam pelaksanaan 
pelayanan kesehatan di RSUD. Namun demikian usaha untuk terus 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di rumah sakit perlu 
ditingkatkan mengingat persaingan dalam pemberian pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat sangat ketat dimana masyarakat sudah tahu dimana mereka 
akan pergi apabila masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang 
berkualitas.  
 
 
 
 
 
  
 
Tabel 7 
Indikator Pengukuran Kinerja RSU Massenrempulu 
            Tahun 2005-2007 
No Indikator Nilai Ideal Tahun 2005 2006 2007 
1 Total Kunjungan ( B+L) - 16860 19421 21304 
2 Total Pengunjung (B+L) - 9912 9597 11377 
3 Jumlah Tempat Tidur - 35 77 89 
4 Total Pasien Keluar (H+M) - 762 3225 4093 
5 Total Lama Rawat - 3054 18975 21239 
6 Jumlah Hari Perawatan - 3816 22397 25322 
7 Rata-Rata Lama Rawat 6-9 Hari 4 Hari 4 Hari 5 Hari 
8 BOR 75-85 % 30% 63 % 77% 
9 BTO 40-50 Kali 21 Kali 42 Kali 45 Kali 
10 TOI 1-3 Hari 12 hari 3 hari 3 hari 
11 NDR <25/1000 6/1000 15/1000 14/1000 
12 GDR <45/1000 28/1000 25/1000 31/1000 
 
 
Tabel 8 
Target, Realisasi dan Presentase Realisasi PAD 
Rumah Sakit Umum Massenrempulu 
Tahun  2004 – 2007 
Tahun Target Realisasi PAD Presentase 
2004 
2005 
2006 
2007 
Rp.   110.000.000,- 
Rp.   121.000.000,- 
Rp.   400.000.000,- 
Rp.   683.912.381,- 
Rp.142.208.200,- 
Rp.206.766.300,- 
Rp.501.471.620,- 
Rp. 2.228.703.091,- 
130 % 
170 % 
125 % 
306 % 
 
Persentase pemakaian tempat tidur di rumah sakit, dari tahun 2005 
sampai 2010 cukup bervariasi, dimana dapat dilihat bahwa pada tahun 2006 dan 
2008 persentase pemakaian tempat tidur mengalami penurunan, demikian 
halnya pada tahun 2010 ini persentase pemakaian tempat tidur mengalami 
penurunan yaitu sebesar 66%. Hal ini terlihat bahwa pemanfaatan rumah sakit 
umum oleh masyarakat kabupaten enrekang masih tidak maksimal artinya 
sebagian masyarakat memilih rumah sakit lain untuk berobat dari pada di rumah 
 sakit umum yang ada di kabupaten Enrekang. Ada beberapa hal yang 
menyebabkan hal tersebut terjadi antara lain adalah masih terbatasnya sumber 
daya yang ada khususnya SDM yang dapat melayani pasien yang datang untuk 
berobat baik kualitas maupun kuantitasnya(ada beberapa tenaga spesialis tidak 
ada), juga karena adanya pergantian pimpinan sehingga otomatis akan 
berpengaruh pada pengaturan manajemen rumah sakit, sehingga memerlukan 
perhatian dari pemerintah untuk perkembangan rumah sakit ke depan, karena 
banyak hal-hal yang memerlukan perbaikan demikian halnya dengan pelayanan 
perawatan. Hal ini juga berpengaruh dengan rata-rata lama perawatan. 
Dalam 4 tahun terakhir frequensi penggunaan tempat tidur sangat 
bervariasi, pada tahun 2007 frequensi pemakaian tempat tidur sebesar 45 kali, 
pada tahun 2008 turun sebesar 16 kali dan naik lagi bahkan sudah sampai pada 
target ideal yaitu 42 kali dan naik sedikit pada tahun 2010 sebesar 43 kali. Hal ini 
terjadi karena adanya masa transisi penggunaan rumah sakit baru dan lama, 
namun demikian hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah pencatatan 
dan pelaporan petugas di rumah sakit, karena kesalahan pencatatan akan fatal 
akibatnya pada pemberian informasi tentang perkembangan rumah sakit 
kedepan. Namun pada tahun 2010 meningkat meskipun kecil menjadi 43 kali. 
Hal ini cukup menggembirakan karena dengan penempatan rumah sakit baru 
sangat berpengaruh pada pemanfaatan pelayanan kesehatan khususnya 
dirumah sakit oleh masyarakat. 
Dalam menjalankan fungsinya, Rumah Sakit Umum Daerah Enrekang 
melayani pasien rawat jalan dan rawat inap yang terdiri dari pasien kunjungan 
 langsung  dan pasien rujukan. Adapun jumlah kunjungan pasien  RSUD 
Massenrempulu Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 9 
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap 
RSU Massenrempulu Tahun 2004-2007 
 
No URAIAN Jumlah Kunjungan ( Tahun ) 2004 2005 2006 2007 
1 Rawat Jalan 13.132 14.340 18.509 21.304 
2 Rawat Inap : 
 
 
- Jumlah Pasien 1.192 1.812 3.225 4.093 
 
- Jumlah Hari Rawat 4.906 8.001 17.506 25.322 
Total Kunjungan RJ + RI 14.324 16.152 21.734 25.397 
 
                                             Tabel 10 
Prosentase Kunjungan Rawat Jalan dan rawat inap di Rumah Sakit 
Umum Enrekang dan Puskesmas tahun 2007-2010 
TAHUN UNIT PELAYANAN 
RSU PUSKESMAS 
R.JALAN R.INAP R.JALAN R.INAP 
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % 
2007 19,409 10.5 3.150 1.7 88,347 43,26 818 0,40 
2008 24,102 11.35 3.812 1.79 159,161 75 615 0,29 
2009 47,049 21.82 6.103 2.83 123,387 57,23 1779 0,82 
2010 16,311 7.5 6.655 3.1 179,314 82.8 2207 1,02 
Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2007 sampai 2010 presentase 
kunjungan rawat jalan untuk puskesmas dalam empat tahun terakhir bervariasi 
dimana pada tahun 2007 sampai 2008 mengalami kenaikan dan tahun 2009 
turun cukup drastis dan naik lagi pada tahun 2010 sebesar 82,8% untuk 
kunjungan rawat jalan dan 1,02% untuk kunjungan rawat inap. Sementara untuk 
rumah sakit mulai tahun 2007-2009 mengalami kenaikan baik rawat jalan 
maupun rawat inapnya, dan tahun 2010 prosentase kunjungan rawat jalan rumah 
turun menjadi 7,5% dan rawat inapnya naik menjadi 3,1%. Hal ini menunjukkan 
bahwa pada tahun 2007-2009 kasus penyakit yang diderita masyarakat banyak 
 masyarakat yang berobat di rumah sakit demikian halnya dengan masyarakat 
yang rawat inap, sementara tahun 2010 masyarakat yang berobat mayoritas 
dapat ditangani oleh puskesmas seiring dengan meningkatnya kunjungan rawat 
jalan di puskesmas. Hal ini terjadi karena adanya jaminan pemeliharaan 
kesehatan baik bagi masyarakat miskin maupun masyarakat umum lainnya 
sehingga di kabupaten enrekang tidak ada lagi masyarakat yang berobat di 
puskesmas membayar untuk pengobatannya, sehingga pemanfaatan fasilitas 
pelayanan kesehatan masyarakat semakain membaik.  
Dalam pelaksanaan rencana, suatu rencana tentunya harus yang benar-
benar sesuai dengan kesepakatan awal, jangan sampai menguntungkan dirinya 
sendiri dan merugikan bagi yang lainnya. Di kabupaten Enrekang, hasil hasil 
positif dari proses perencanaan pembangunan yang telah dicapai selama ini 
khususnya di sektor kesehatan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam 
pelaksanaannya masih terdapat berbagai kekurangan sebagai akibat sampingan 
dari proses pembangunan itu sendiri yang hingga saat ini dirasakan masih 
menjadi masalah kesehatan. 
Hal ini tercermin dalam pencapaian Angka kematian Bayi (AKB) di 
kabupaten Enrekang sebesar 14,8 per 1000 Kh meskipun dibawah pencapaian 
secara Nasional yakni 35 per 1000 KH dan di Sulsel yakni sebesar 41 per 1000 
kelahiran hidup (SDKI 2007), namun hal tersebut masih meresahkan mengingat 
skopnya adalah skop kabupaten, Angka Kematian Balita (AKABA)sebesar  0,49 
per 1000 KH, cukup jauh dibawah pencapaian Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 53 
per 1000 (SDKI 2007) dan rata-rata nasional yaitu 44 per 1000 kelahiran hidup, 
sementara Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 4 orang masih dibawah propinsi 
 yakni 248 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007) dan Umur harapan Hidup 
(UHH) sebesar 74,8 tahun juga lebih baik dari pencapaian provinsi Sulawesi 
Selatan yakni 69,20 tahun pada tahun 2006 (BPS SULSEL2007) dan balita gizi 
buruk sebesar 0,017% dimana provinsi Sulsel menurut hasil survey Gizi Mikro 
tahun 2006 balita gizi buruk tercatat sebesar 9%. Sementara untuk bayi BBLR 
juga mengalami kenaikan sebesar 3,14% pada tahun 2009, bayi BGM sebesar 
4,18% dan GAKI kurang lebih 109 desa yang bergaram yodium baik, meskipun 
masih di bawah target Provinsi maupun Nasional namun hal ini sangat perlu 
mendapatkan perhatian besar. 
Permasalahan-permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya 
pelaksanaan pembangunan kesehatan di kab. Enrekang yaitu : 
1. Belum optimalnya penyelenggaraan upaya kesehatan. 
2. Belum efektif dan efisiennya pembiayaan kesehatan. 
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan. 
4. Ketersediaan,keamanan manfaat serta mutu obat dan perbekalan 
kesehatan yang belum merata dan terjangkau. 
5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat. 
6. Lemahnya penyelenggaraan manajemen kesehatan. 
 Sistem informasi yang ada saat ini masih terfragmentasi 
 Fasilitas untuk pengembangan sistem informasi kurang 
memadai & pemanfaatan data dan informasi belum optimal. 
 Dana untuk pengembangan SIK terbatas dan kurangnya 
tenaga khusus (terampil) di bidang informasi. 
 Ilmu pengetahuan kesehatan masih terbatas / kurang. 
  Penerapan peraturan bidang kesehatan belum berkembang 
secara optimal. 
 Administrasi kesehatan masih lemah. 
Dengan melihat masalah-masalah yang terjadi d atas, dengan tersusunnya 
dokumen perencanaan diharapkan dapat memaksimalkan pembangunan 
kesehatan di kabupaten Enrekang dengan sasaran utamanya yaitu : 
1. Menurunnya angka kematian bayi  dari 14,8 per 1000 KH menjadi 5 
per 1000 KH tahun 2015. 
2. Menurunnya Angka kematian Balita dari 0,49 per 1000 KH menjadi 
0,02 per 1000 KH pada tahun 2015. 
3. Menurunnya jumlah kematian ibu dari 4 orang menjadi 0 orang pada 
tahun 2015. 
4. Menurunkan insidens dan prevansi penyakit menular ( Diare, ISPA, 
Tuberkolosis, Kusta, Filarisasi, DBD, Rabies ) dan penyakit tidak 
menular  ( Tekanan darah tinggi, jantung,dan pembuluh darah, 
gangguan akibat kecelakaan dan sebagainya). 
5. Meningkatnya status gizi masyarakat. 
6. Meningkatnya RT ber PHBS dari 61,5% menjadi 95% tahun 2015. 
7. Meningkatnya sistem manajemen kesehatan (Pengembangan SIK, 
Peningkatan pelaksanaan P2KT, Pengembangan Pelaksanaan 
Sistem kesehatan kabupaten, sistem pembiayaan kesehatan dan 
dewan kesehatan kabupaten. 
Dan untuk mencapai sasaran di atas, maka kegiatan-kegiatan yang di usulkan 
antara lain : 
1. Meningkatnya mutu upaya kesehatan melalui : 
 a. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat secara umum terutama bagi kelompok miskin dan 
kelompok rentan masalah kesehatan. 
b. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan. 
c. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) dan KB. 
d. Peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular 
dan tidak menular. 
e. Pengembangan regionalisasi untukmeningkatkan efektifitas dan 
efisiensi pelayanan kesehatan rujukan. 
f. Peningkatan pelaksanaan program lingkungan sehat. 
g. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan di sekolah melalui program 
UKS ( usaha kesehatan sekolah). 
2. Mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan kesehatan melalui : 
a. Pengembangan sistem pembiayaan pemeliharaan kesehatan melalui 
pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. 
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
kesehatan melalui : 
a. Pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan manajerial 
dan teknis. 
b. Pengembangan SDM melalui pendidikan lanjutan. 
4. Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan melalui : 
a. Pengembangan dan peningkatan sediaan farmasi dan alat kesehatan. 
b. Pengembangan SPORA (Sistem pengelolaan obat tradisional) 
5. Mengembangkan dan meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian 
masyarakat melalui : 
 a. Peningkatan penerapan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan 
sehat. 
b. Pengembangan kabupaten sehat dan kawasan tanpa rokok. 
c. Pengembangan desa Siaga. 
d. Peningkatan peran serta masyarakat. 
6. Mengembangkan dan meningkatkan manajemen kesehatan melalui : 
a. Pengembangan Sistem informasi kesehatan untuk mendukung proses 
pengambilan keputusan di bidang kesehatan. 
b. Pengembangan sistem perencanaan kesehatan melalui perencanaan 
dan penganggaran kesehatan terpadu P2KT dan standar pelayanan 
minimal bidang kesehatan. 
c. Peningkatan dukungan terhadap desentralisasi kesehatan melalui 
pengembangan sistem kesehatan daerah (SKD), dan pengembangan 
organisasi yang mendukung desentralisasi kesehatan. 
d. Pengembangan hukum kesehatan melalui peningkatan kualitas dan 
kuantitas hukum kesehatan di daerah melalui pembuatan PERDA< 
PERBUP, Keputusan Bupati dan sebagainya. 
7. Pelaksanaan kegiatan khusus melalui : 
a. Kerjasama lintas sektor dalam pengembangan pelaksanaan 
pembangunan kesehatan di kabupaten Enrekang. 
b. Penangananan kejadian-kejadian khusus (kecelakaan baik 
kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan akibat bencana, dimana 
daerah kabupaten enrekang merupakan daerah rawan bencana) serta 
kejadian lain yang memerlukan penanganan khusus. 
 Dari pemaparan  di atas diketahui bahwa  masalah-masalah kesehatan 
yang terjadi di Kabupaten enrekang berusaha untuk diminimalisir melalui 
kegiatan-kegiatan upaya kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), 
pengobatan (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang di 
selenggrakan secara berkesinambungan. 
Melalui wawancara tentang proses pelaksanaan dari perencanaan 
pembangunan kesehatan di Kab. Enrekang, Kasubag Perencanaan Dinas 
Kesehatan Kab. Enrekang mengatakan : 
“Alhamdulillah untuk penerapan proses perencanaan pembangunan 
kesehatan sesuai dengan yang diharapkan artinya usulan semua pihak 
terkait sangat bersinergis dengan usulan per tahun yang termuat  dalam  
Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan otomatis berdasarkan masalah 
kesehatan dengan melihat hasil indikator derajat kesehatan dan target  
SPM Bidang serta target MDGs bidang kesehatan. Dan untuk penerapan 
pelaksanaannya dilaksanakan oleh masing-masing program sesuai 
bidangnya, puskesmas bahkan sampai ke pustu dan polkesdes dan juga 
dilaksanakan oleh sector terkait lainnya yang melekat pada SKPD 
tersebut.” 
 
Wawancara juga dilakukan dengan staf  Puskesmas Enrekang, dia mengatakan 
bahwa : 
  
“Pelaksanaan pembangunan kesehatan di kabupaten Enrekang dilakukan 
oleh masing-masing unit pelayanan kesehatan sesuai bidang kerja 
masing-masing, Puskesmas, pustu, dan polkesdes diharapkan menjadi 
ujung tombak dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat di 
kabupaten Enrekang.”   ( wawancara tanggal 30 Juli 2011) 
 
 
 
Hal ini juga dibenarkan oleh Kasubag BAPPEDA kab. Enrekang yang 
menyatakan bahwa : 
  
 “Pelayanan program-program kesehatan di daerah dilakukan oleh  
masing-masing unit, baik itu rumah sakit, puskesmas, pustu, polkesdes 
untuk melayani semua masyarakat di kabupaten enrekang.” 
 Proses mekanisme perencanaan pembangunan akan lebih 
mencerminkan model bottom up ketika stakeholder yang telah ditentukan dapat 
turut  berpartisipasi. Maka yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana 
pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kab. Enrekang sebagai pelaksana 
kebijakan memberikan informasi atau penyampaian  kepada target group dalam 
hal ini masyarakat . Agar masyarakat dapat ikut terlibat dan memahami substansi 
daripada proses mekanisme perencanaan pembangunan tersebut tentang 
sasaran atau manfaat dari peraturan pemerintah tersebut.  
Mengenai proses sosialisasi perencanaan pembangunan kesehatan 
kepada masyarakat berikut  pendapat  A. Nurseha Kasubag Perencanaan Dinas 
Kesehatan Kab. Enrekang : 
“Untuk proses sosialisasi mulai dari tingkat desa, di tingkat desa selain 
melakukan Musyawarah Masyarakat Desa dengan membahas berbagai 
masalah yang ada di desa dimana hasil dari Musyawarah inilah yang 
dimasukkan sebagai bahan untuk Musrenbang Desa. Disinilah Kepala 
Desa beserta tokoh-tokoh masyarakt dan forum desa serta petugas 
kesehatan yang bertugas di desa membahas masalah-masalah yang ada 
di desa termasuk masalah kesehatan. Demikian halnya di tingkat 
kecamatan, sebelum pelaksanaan musrenbang kecamatan, Kepala 
Puskesmas beserta jajarannya melakukan lokakarya mini dimana mereka 
membahas apa yang akan dilakukan atau diusulkan sesuai masalah yang 
ada dan sebagai bahan untuk musrenbang kecamatan. Untuk tingkat 
kabupaten sendiri, selain melakukan pertemuan koordinasi konsolidasi 
perencanaan dengan mengundang bidang/program, juga dilakukan 
pertemuan forum yang dilaksanakan oleh BAPPEDA yang bertujuan 
selain sosialisasi hasil kegiatan juga meminta semua pihak terkait untuk 
memasukkan usulan kegiatan tahun berikutnya yang otomatis sesuai 
dengan masalah yang ada. 
 
Dalam perencanaan pembagunan yang harus diperhatikan adalah lingkungan 
masyarakat, hal ini seperti yang disampaikan oleh AN dalam wawancara yang 
mengatakan bahwa : 
  
 “Pengaruh lingkungan dalam hal ini masyarakat sangat berpengaruh, 
karena untuk hasil indikator derajat kesehatan yaitu Angka kematian ibu, 
angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kesakitan dan status 
gizi itu adalah kondisi derajat kesahatan masyarakat di kabupaten 
enrekang khususnya sehingga segala sesuatu yang dilaksanakan selain 
untuk peningkatan sumber daya manusia kesehatan dan pengadaan dan 
peningkatan sarana dan prasarana kesehatan adalah untuk masyarakat ( 
kurang lebih 75 %) sehingga proses penyusunan perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi adalah semua untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat di bumi massenrenpulu.” 
 (wawancara tanggal 16 juli 2011) 
 
 
 
IV. 3.4 Pengawasan atas pelaksanaan rencana 
Pengawasan adalah proses pengamatan dari berbagai organisasi bahwa 
semua kegiatan yang dicapai dengan rencan selanjutnya. Sasaran pengawasan 
itu adalah untuk menunjukan kelemahan dan kesalahan dengan maksud untuk 
memperbaikinya dan mencegah aga tidak terulang kembali. Dalam pengawasan 
pendekatan tidak hanya dilakuakan secara teknik dan mekanistik tetapi 
digabungkan dengan pendekatan kepribadian dan pendekatan keprilakuan agar 
terjadi proses pengawasan yang mendapatkan hasi sesuai dengan harapan 
setiap organisasi. Ada beberapa hak yang bersipat fundamental supaya 
pengawasan sesuai dengan rencana yaitu: 
• Berorientasi kepada Efisensi. 
• Berorientasi kepada Efektifitas. 
• Berorientasi kepada Produktifitas. 
• Pengawasan dilakukan pada saat kegiatan berlangsung. 
• Pengawasan dilakukan karena sikap manusia yang tidak terlepas dari 
kesalahan. 
 • Pengawasan dilakukan sesuai dengan proses dasar pengawasan yang 
harus diketahui dan ditaati. 
 
 
 
Jenis-jenis pengawasan : 
• Pengawasan dari dalam adalah: Pengawasan yang dilakukan oleh aparat 
atau unit dari organisasi itu sendiri yang dibertundak atas nama pimpinan 
atau organisasi. 
• Pengawasan dari ektern adalah: Pengawasan yang dilakukan oleh 
organisasi yang dibentuk dari luar organisasi dan bertindak untuk 
organisasi itu sendiri atau pimpinan dan biasanya permintaan oleh 
perusahaan. 
• Pengawasan prepentif adalah: Pengawasan yang dilakukan sebelum 
kegiatan dilaksanakan atau dikerjakan yang bertujuan untuk mencegah 
kesalan yang terjadi. 
• Pengawasan represif adalah: Pengawasan yang dilakuakan pad saat 
kegiatan itu sudah berlangsung yang bertujuan untuk menjamin 
kelangsungan pekrejaan. 
Tujuan pengawasan adalah : 
1. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan 
rencana. 
2. Apabila terdapat penyimpangan, kita akan tau seberapa jauh 
penyimpangan tersebut dan apa penyebabnya. 
 3. Dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-
penyimpangan. 
 
Pelaksanaan program dan kegiatan dinas kesehatan akan efektif dan 
efisien bila upaya pengawasan terus ditingkatkan intensitasnya dan kualitasnya 
melalui pemantapan sistem dan prosedur pengawasan. Pelaksanaan 
pengawasan tersebut dilaksanakan secara komprehensip dan berbasis kinerja. 
 
Mengenai pengawasan disebutkan dalam Peraturan daerah No. 2 Tahun 
2009 tentang sistem kesehatan kabupaten enrekang menyatakan bahwa : 
a. Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap semua 
kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan upaya kesehatan, baik 
yang dilakukan oleh pemerintah maupun Swasta/BUMN dan 
masyarakat. 
b. Pemerintah kabupaten berwenang mengambil tindakan administratif 
terhadap tenaga kesehatan dan atau sarana kesehatan yang 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah. 
 
Ketika ditanyakan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan dari 
perencanaan pembangunan di Kab. Enrekang Ibu A. Nurseha mengatakan : 
 
“Untuk pengawasan, pasti ada, baik oleh Kepala Dinas kesehatan 
maupun oleh BAPPEDA sebagai penanggungjawab Perencanaan 
Pembangunan daerah, namun pengawasan ini bersifat terbuka dengan 
memberikan tanggungjawab sepenuhnya kepada sekertariat dalam hal ini 
bagian perencanaan untuk melakukan proses perencanaan sesuai 
prosedur yang ada dan terus berkoordinasi dengan pimpinan dan 
program/bidang serta sektor lain yang terkait khususnya BAPPEDA dan 
Keuangan.”  ( wawancara tanggal 16 Juli 2011) 
 
 
 
 Sedangkan kasubag perencanaan BAPPEDA Kab. Enrekang mengatakan 
bahwa : 
 
“Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang tidak bisa 
dilupakan adalah proses pengawasan, dimana pengawasan masing-
masing kegiatan dilakukan oleh inspektorat kabupaten.”  
( wawancara tanggal 11 Juli 2011) 
 
 
Adapun staff dinas kesehatan ketika ditanyakan mengenai pengawasan dia 
mengatakan bahwa: 
 
“Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di wilayah Kab. Enrekang, 
maka yang berperan dalam pengawasan adalah ketua program/bidang 
dari unit teknis tersebut” (wawancara 11 juli 2011) 
 
Pengawasan oleh legislatif pun ada, ketika wawancara dengan anggota DPRD 
Kab.Enrekang bidang sosial masyarakat dan kesehatan Drs.Ismail Hamid dia 
mengatakan : 
 
“Pengawasan dalam hal pelayanan kesehatan pastinya dilakukan oleh 
dinas kesehatan, demikian halnya dengan Anggota DPRD Kab. Enrekang 
yang mengurusi masalah kesehatan pastinya kami akan aktif untuk 
mengawasi dan memanggil pihak-pihak terkait dalam hal ini dinas 
kesehatan ketika ada laporan dari masyarakat mengenai pelayanan 
kesehatan di kabupaten Enrekang.” 
( Wawancara tanggal 27 Juli 2011) 
 
Dari beberapa hasil wawancara diatas mengenai pengawasan di bidang 
kesehatan, maka dapat diketahui bahwa pengawasan kesehatan di Kabupaten 
Enrekang telah berjalan sebagaimana mestinya. 
 
 
IV. 3.5  Pengevaluasian 
Penyusunan suatu perencanaan melalui pendekatan apapun sebenarnya 
tidak akan banyak manfaatnya bila tahap terakhir tidak mampu melahirkan 
proyek-proyek pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagai alat 
kebijaksanaan pemerintah akan tetap memegang peranan penting didalam 
proses pembangunan nasional maupun daerah. Dalam penyusunan 
 perencanaan pembangunan dilakukan perumusan yang lebih terperinci 
mengenai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian 
jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama 
antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. 
Evaluasi pun demikian, dalam evaluasi dilakukan pengumpulan dan 
analisis data untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja. Evaluasi ini 
dilakukan untuk membantu kegiatan pengawasan, dimana dalam hal ini 
dilakukan suatu evaluasi atau tinjauan terhadap pelaksanaan perencanaan 
pembangunan kesehatan di Kabupaten Enrekang yang berjalan secara terus 
menerus. 
Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. 
Evaluasi baru dapat dilakukan ketika suatu kebijakan sudah berjalan cukup 
waktu. Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut : 
1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat 
diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. 
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat 
diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. 
3. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi 
adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari 
suatu kebijakan. 
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi 
ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif 
maupun negatif. 
 5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan 
untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin 
terjadi,dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan 
pencapaian target. 
6. Sebagai bahan masukan untuk program/kebijakan yang akan datang. 
Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi 
proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan/program yang lebih 
baik.  
Ketika wawancara dengan Kasubag Dinas Kesehatan mengenai proses evaluasi 
perencanaan pembangunan dia mengatakan : 
 
“Untuk proses evaluasi perencanaan pembangunan kesehatan, dilakukan 
oleh Kepala Dinas kesehatan sebelum diajukan ke Bappeda, disini kepala 
dinas kesehatan akan meminta penjelasan tentang semua kegiatan-
kegiatan yang masuk, dan setelah itu di ajukan ke Bappeda yang akan 
melihat sejauhmana usulan perencanaan untuk kegiatan tahun berikutnya 
sesuai dengan prosedur yang ada untuk dimasukkan ke RKPD daerah 
yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran tahun 
berikutnya, yang jelasnya semua usulan akan diakomodir berdasarkan 
masalah yang ada dengan melihat skala priroritas.” ( wawancara 15 juli 2011) 
 
 
Demikian pula yang disampaikan oleh Kasubag Bappeda Enrekang yaitu : 
“Evaluasi dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan 
kesehatan dilaksanakan oleh masing-masing program/bidang masing-
masing kemudian dilaporkan kepada atasan yang kemudian mengambil 
kesimpulan untuk usulan perencanaan pembangunan kesehatan tahun 
berikutnya.” 
Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam rangka perencanaan 
pembangunan kesehatan proses evaluasi juga sangat dibutuhkan untuk 
mengetahui bagaimana capaian yang diperoleh dalam proses pelaksanaan 
 program kesehatan, yang kemudian dapat menjadi acuan dalam proses 
perencanaan pembangunan kesehatan tahun berikutnya.  
 
  
 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V .1. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian pada Bab VI yang menyajikan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan 
Kab.Enrekang diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah yang dilakukan oleh Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Enrekang dengan tahapan, 
sebagai berikut : 
a. Musrenbang  Desa/Kelurahan 
b. Musrenbang Kecamatan 
c. Forum SKPD 
d. Musrenbang Kabupaten 
 
 
2. Proses mekanisme perencanaan pembangunan kesehatan yaitu 
penyusunan rencana, penyusunan program rencana, Pelaksanaan 
program, pengawasan atas pelaksanaan program dan pengevaluasian, 
telah berjalan cukup baik menunjukkan model partisipasi dari bawah 
“bottom up”, di mana pemerintah Kab. Enrekang telah mengikutsertakan 
masyarakat sebagai elemen yang sangat penting dan sebagai bentuk 
partisipasi publik  dalam rangka perencanaan pembangunan kesehatan 
berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, akan tetapi pada kenyataannya tak dapat 
dipungkiri bahwa proses mekanisme perencanaan pembangunan 
kesehatan ini masih  jauh dari substansi yang mencerminkan proses yang 
partisipasif, di mana pemerintah lebih fokus pada kegiatan administrasi 
 perencanaan dan seremonial pembangunan daripada kegiatan fungsional 
perencanaan itu sendiri, dan pada akhirnya yang menentukan keputusan 
adalah pemerintah atas yang tidak berpihak pada aspirasi-aspirasi 
masyarakat yang dihasilkan proses musrenbang. Hal inilah yang 
mengakibatkan sikap pesimis yang telah membudaya di kalangan 
masyarakat untuk turut serta berpartisipasi karena pelaksanaan 
musrenbang tidak banyak memperlihatkan perubahan-perubahan dan 
hasil-hasil perencanaan pembangunan, yang dalam  implementasinya 
tidak sesuai dan jauh dari harapan dan keinginan masyarakat. Hal inipun 
membawa penulis menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan 
kesehatan di Kab. Enrekang sudah cukup baik, akan tetapi masih terlihat 
adanya model partisipasi yang dimobilisasi, dalam arti masyarakat diatur 
sedemikian rupa sehingga secara bersama-sama dilibatkan dalam satu 
kegiatan dan pengambilan keputusan ada di tangan pihak yang berkuasa, 
dan masih diwarnai oleh intervensi yang dominan dari unsure “top down”, 
hal ini ditunjukkan oleh mekanisme perencanaan pembangunan 
kesehatan yang sudah menunjukkan proses yang partisipasif akan tetapi 
dalam kenyataannya pihak yang akan mengambil keputusan adalah 
pemerintah pada tingkat atas. 
 
VI.2. SARAN 
Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat direkomendasikan saran-
saran sebagai berikut :  
1. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan aspirasi-aspirasi publik, agar 
masyarakat lebih mempercayai semua keputusan yang dihasilkan oleh 
 pemerintah, tanpa hanya sekedar menjalankan kegiatan administratif dan 
seremonial dari kegiatan perencanaan pembangunan kesehatan. Serta 
masyarakat diikut sertakan dalam tahap-tahap partisipasi baik dalam 
tahap perencanaan maupun pada tahap pengambilan keputusan. Oleh 
karena sering kali masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar 
(bergaining power), karena dominasi pemerintah yang begitu kuat.  
2.  Forum musrenbang yang diselenggarakan oleh pemerintah agar lebih 
dioptimalkan terutama dalam hal keterwakilan masyarakat dan 
konsistensi perencanaannya. Pemerintah juga mempunyai tanggung 
jawab untuk mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
usulan yang muncul sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat umum. 
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